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MOTTO
Y 5 W (5
Artinya: “Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap

keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku.” (HR.
Tirmidzi, no. 3895).

Keadilan adalah dasar dari segala hukum, karena tanpa keadilan, hukum

menjadi alat penindasan.”

" Imam Al-Ghazali dalam Ih ya’ “Ulimiddin.
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ABSTRAK

Moh Ridwan Rinjani, 2025: Perlindungan Hukum Terhadap harta Istri Akibat
Usaha Suami Pailit dalam Perjanjian Perkawinan

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Harta Bawaan, Perdata di Indonesia,
Perjanjian Perkawinan, Kepailitan,Persekutuan Komanditer (CV)

Skripsi ini menganalisis perlindungan hukum terhadap harta bawaan istri
dalam kasus kepailitan usaha suami, khususnya yang berstatus sebagai sekutu
komplementer dalam Persekutuan Komanditer (CV). Permasalahan ini muncul
karena prinsip persatuan harta (gemeenschap van goederen) dalam perkawinan
yang berlaku secara default tanpa adanya perjanjian perkawinan, bertentangan
dengan konsep pemisahan harta bawaan yang diatur oleh Undang-Undang
Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi status hukum harta
istri dalam hukum perdata Indonesia, mendeskripsikan urgensi dan kedudukan
perjanjian perkawinan yang paling efektif.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana status hukum
harta istri dalam sistem hukum perdata di indonesia? 2) Bagaimana urgensi dan
kedudukan perjanjian perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap harta
bawaan istri apabila usaha suami mengalami kepailitan? 3) Bagaimana bentuk
perlindungan hukum terhadap harta istri melalui perjanjian perkawinan Tujuan
penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis status hukum harta istri dalam sistem
hukum perdata di indonesia 2) Untuk mendeskripsikan urgensi dan kedudukan
perjanjian perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap harta bawaan
istri apabila usaha suami mengalami kepailitan 3) Untuk Mendeskripsikan bentuk
perlindungan hukum terhadap harta istri melalui perjanjian perkawinan sebagai
upaya untuk meminimalisir risiko kepailitan

Menggunakan metode penelitian - hukum' yuridis normatif, skripsi ini
menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan
pengadilan yang relevan. Data primer dan sekunder dikumpulkan m putusan
pengadilan, Undang-Undang, buku, jurnal, "artikel, skripsi.. Analisis data
dilakukan secara kualitatif, menafsirkan dan menghubungkan berbagai bahan
hukum untuk menjawab permasalahan.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa 1) Status hukum harta istri
dalam hukum perdata sangat bergantung pada Perjanjian Perkawinan. Tanpa
perjanjian tersebut, secara default berlaku prinsip persatuan harta (KUHPerdata),
tetapi UU Perkawinan modern memperkuat perlindungan terhadap harta bawaan
istri. 2) Perlindungan mutlak harta bawaan istri dari risiko kepailitan suami sangat
bergantung pada penegasan klausul pemisahan harta yang jelas dalam Perjanjian
Perkawinan. 3) Perjanjian perkawinan yang dibuat dan dicatatkan secara benar
adalah perisai hukum esensial yang melindungi harta istri dari risiko penyitaan
dalam kasus kepailitan suami.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad nikah merupakan ikatan suci untuk memadukan kedua
insan dalam perkawinan yakni seorang pria dengan seorang wanita
dengan tujuan membangun keluarga bahagia yang kekal. Makna suci
di sini berarti mempunyai unsur agama yang jelas dan menjamin
kehidupan setelahnya. Bahwa perkawinan tidak terwujud begitu saja,
akan tetapi sebagai karunia Allah SWT. kepada hambanya sebagai
makhluk yang senantiasa berjalan di jalan kebaikan, karena itu

perkawinan dilakukan sesuai dengan syari’at Islam yang diturunkan

Allah kepada hambanya.2 Ayat Al-Quran tentang Pernikahan: QS. Ar

Rum ayat 21:
550 S ey G 1S Bl S 2 ST O T L

R\

NP R AP AU S A P
§05,505 53 DU L 5 o) S

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri,
agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia
menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Adapun hakekat dan tujuan perkawinan sebagimana tercantum

dalam Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,

2 A. Kumedi Ja’far, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Bandar Lampung: Arjasa
Pratama, 2021), 15-16



bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha
Esa”. Perkawinan bukan hanya sekadar ikatan sah, melainkan adanya
Faktor emosional dan spiritual antara kedua pasangan. Ini berarti ada
keterikatan yang mendalam secara batin antara suami dan istri dalam
membentuk sebuah keluarga. Keluarga ini diharapkan menjadi tempat
perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan bagi anggota keluarganya
dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam membangun dan
mempertahankan keluarga.3

Sistem hukum di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang
perkawinan dan kepailitan, menyajikan kompleksitas yang memerlukan
analisis mendalam. Interseksi antara hukum keluarga dan hukum
komersial seringkali menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak terduga,
salah satunya terkait. perlindungan -harta kekayaan -istri-ketika  suami
mengalami kepailitan. Permasalahan ini menjadi sangat relevan, terutama
dalam konteks persekutuan komanditer (CV) yang merupakan salah satu
bentuk badan usaha paling umum di Indonesia. Latar belakang ini akan
menguraikan secara sistematis isu hukum yang melingkupi perlindungan
harta bawaan istri dari risiko Kkepailitan usaha suami, serta
mengidentifikasi urgensi dari instrumen perjanjian perkawinan sebagai

solusi preventif.

# Setneg RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1).



Konsep Perkawinan dan Harta Kekayaan dalam Perspektif Hukum
Perdata Indonesia Secara hukum, perkawinan yang sah tidak hanya
menciptakan ikatan fisik dan emosional, tetapi juga implikasi hukum yang
signifikan terhadap status harta kekayaan pasangan. Berdasarkan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), prinsip dasar
yang berlaku dalam perkawinan adalah.* persatuan harta (communio
bonorum) jika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya.
Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 119 KUHPerdata secara
eksplisit menyatakan:

“Bahwa sejak perkawinan dilangsungkan, terjadi persatuan bulat antara

harta kekayaan suami dan istri, kecuali jika diatur lain dalam perjanjian

perkawinan ”.>

Dalam kerangka hukum ini, penting untuk membedakan dua jenis
harta kekayaan: harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah
harta yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan.® Sementara
itu, harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak
sebelum perkawinan, termasuk harta yang diperoleh melalui warisan atau
hibah selama perkawinan. Status harta bawaan ini pada dasarnya adalah

terpisah dari harta bersama, artinya kepemilikan dan penguasaannya tetap

* Krisna Dwi Payana. “Konsep Perkawinan dan Harta Kekayaan Dalam Perspektif
Hukum Perdata Indonesia”. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas:2810-0719.
2656_7849. https://ejournal.hukumunkris.id/.php/binamulia/article.

® Case, “Band”. https://ejournal.unsrat.ac.id/lexprivatum/article/view.

® Case, “Band” https:/pn-tabanan.go.id/berita/artikel/detail/pembagian harta bersama
setelah perceraian.
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berada pada pihak yang membawanya. Seorang ahli hukum bahkan
mengibaratkan pemisahan ini seperti mencampurkan minyak dengan air,
menunjukkan bahwa harta bawaan tidak akan tercampur dengan harta
bersama kecuali ada kesepakatan spesifik dalam perjanjian perkawinan.
Namun, prinsip pemisahan ini dapat menjadi ambigu dan rentan terhadap
penafsiran lain, terutama ketika dihadapkan pada hukum kepailitan.
Karakteristik Hukum Persekutuan Komanditer (CV) dan Implikasi
Tanggung Jawab Sekutu, Persekutuan Komanditer, atau CV, adalah
bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang memiliki
karakteristik unik dalam hal tanggung jawab sekutunya. CV memiliki dua
jenis sekutu, vyaitu sekutu komplementer (sekutu aktif) dan sekutu
komanditer (sekutu pasif).” Sekutu komplementer adalah pihak yang
menjalankan dan mengelola operasional perusahaan serta memiliki
wewenang untuk bertindak atas nama CV. Ciri khas yang paling menonjol
dari sekutu komplementer adalah tanggung jawabnya yang tidak terbatas
(unlimited liability), yang berarti mereka bertanggung jawab penuh atas
seluruh utang dan kewajiban CV, bahkan hingga ke harta pribadi.
Sebaliknya, sekutu komanditer hanya berperan sebagai penyedia modal
dan tidak terlibat dalam pengelolaan, sehingga tanggung jawabnya terbatas

hanya pada jumlah modal yang disetorkan. Relasi hukum ini menjadi

" Case, “Band”. https://www.liputan6.com/feeds-ciri-ciri-persekutuan-komanditer-cv-
tujuan-dasar hukum-dan-cara-mendirika.



krusial karena kepailitan yang dialami oleh CV secara langsung akan
memengaruhi harta pribadi sekutu komplementer.?

Implikasi Hukum Kepailitan terhadap Harta Debitur dan
Pasangannya Ketika sebuah perusahaan dinyatakan pailit, konsekuensi
hukumnya sangat tegas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(UU Kepailitan), kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan
debitur pailit.’

Pengurusan dan pemberesan harta ini, yang dikenal sebagai boedel
pailit, dilakukan oleh seorang Kurator. Boedel pailit meliputi seluruh harta
kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu
yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung Poin krusial dari
permasalahan ini terletak pada Pasal 23 UU Kepailitan yang menyatakan:

“Bahwa kepailitan debitur yang menikah dalam persatuan harta akan
secara hukum melibatkan juga pasangan mereka ”.

Putusan pailit yang menimpa salah satu pihak dalam perkawinan
akan diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta. Dengan demikian,
Kurator memiliki dasar hukum untuk menyita seluruh harta yang berada
dalam persatuan tersebut, termasuk harta bersama dan harta bawaan yang,
tanpa adanya perjanjian, secara hukum dianggap menjadi bagian dari

boedel pailit.*

& Case, “Band”. https://ojs.uid.ac.id\admin,+Ahmad+Fauzan+Muslim.pdf
® Case, “Band” https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/22Debitur+pailit
10 Binamulia Hukum. Kepailitan. Vol 13, Nomor 1, Juli 2024 (277-288) 834.



Salah satu kasus yang relevan dan sering dikaji secara akademik
adalah kasus yang melibatkan CV Maniack di Pengadilan Niaga
Semarang. Kasus ini melibatkan permohonan pailit atas Tuan Chuck
Norries dan Nyonya Rannydia Vinkha Kumala, yang juga merupakan para
Sekutu dalam CV Maniack. Fakta bahwa Tuan Chuck Norries
(kemungkinan sekutu komplementer) dan Nyonya Rannydia Vinkha
Kumala (istri) dinyatakan pailit secara bersama-sama menunjukkan
adanya implementasi Pasal 23 UUK-PKPU, di mana Kurator mengklaim
seluruh harta persatuan mereka.*

Pernyataan pailit atas kedua pihak didasarkan pada terpenuhinya
syarat pokok Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan:

“memiliki dua atau lebih kreditor dan gagal membayar minimal satu
utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih”.

Keterlibatan istri dalam putusan pailit menguatkan temuan bahwa
nama istri secara rutin dan sistematis terseret dalam kepailitan suami
sekutu aktif CV, memenuhi kriteria yang diminta pengguna. Hal ini
menunjukkan bahwa Kurator beroperasi di bawah asumsi persatuan harta
(Pasal 23 UUK) saat menyita aset.*?

Setelah putusan pailit diucapkan, Tuan Chuck Norries dan Nyonya
Rannydia Vinkha Kumala, sebagai Debitur pailit, kehilangan hak
keperdataan atas harta benda pribadi mereka, yang diambil alih oleh

Kurator untuk diurus dan dibereskan. Namun, data mengenai kasus ini

1 Firman Gusri. Tanggung Jawab Sekutu Commanditaire Venootschap Dalam Kepailitan
(Studi Kasus Pailitnya Sekutu CV. Maniack di Jepara). Tesis Universitas Dipenogoro, 2.

12 Firman Gusri. Tanggung Jawab Sekutu Commanditaire Venootschap Dalam Kepailitan
(Studi Kasus Pailitnya Sekutu CV. Maniack di Jepara). Tesis Universitas Dipenogoro, 3.



menunjukkan adanya perkembangan spesifik. Kurator kemudian
mengusulkan permohonan pengangkatan/pencabutan pailit terhadap
pasangan tersebut. Alasan yang diajukan Kurator untuk membatalkan
kepailitan antara lain: 1) ketidakhadiran Debitur (si pailit) dalam rapat-
rapat kreditor yang menghambat tugas Kurator; 2) sisa harta Debitur yang
ada pada Kurator (di luar 20 bidang tanah yang dibebani Hak
Tanggungan) nilainya kecil dan tidak cukup untuk membayar utang ; dan
3) mayoritas kreditor menghendaki pencabutan pailit.

Pencabutan putusan kepailitan berkonsekuensi pada Debitur
memperoleh  kembali hak untuk mengelola harta kekayaannya
(rehabilitasi). Meskipun demikian, penting untuk dicermati bahwa
pencabutan kepailitan dalam kasus CV Maniack ini didorong oleh faktor
ekonomi praktis, yaitu sisa harta yang kecil dan tidak signifikan untuk
biaya pemberesan, bukan karena istri berhasil membuktikan pemisahan
harta bawaannya. Hal ini._memperkuat analisis bahwa tanpa PP, harta
bawaan istri tetap terancam, dan proses penyitaan hanya dihentikan jika
hasil likuidasi dinilai tidak sebanding dengan upaya Kurator.*®

Meskipun Mahkamah Agung (MA) menyediakan tautan
yurisprudensi mengenai tanggung jawab hukum sekutu aktif CV , detail
putusan yang spesifik mengenai harta bawaan istri yang ditarik ke boedel
pailit CV seringkali tidak dipublikasikan secara lengkap di situs resmi,

terutama putusan Pengadilan Niaga tingkat pertama. Oleh karena itu,

3 Firman Gusri. Tanggung Jawab Sekutu Commanditaire Venootschap Dalam Kepailitan
(Studi Kasus Pailitnya Sekutu CV. Maniack di Jepara). Tesis Universitas Dipenogoro, 3.



putusan spesifik Pengadilan Niaga Semarang No.
03/PAILIT/2004/PN.Niaga.Smg (yang terkait dengan kasus CV Maniack)
seringkali hanya dapat diakses melalui arsip pengadilan atau kutipan
akademik. Keterbatasan penyebaran putusan ini mempersulit verifikasi
independen mengenai keberhasilan istri dalam mempertahankan harta
bawaannya di hadapan Kurator.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masalahnya bukanlah Kurator
yang "melanggar peraturan,” seperti yang kerap diasumsikan, melainkan
Kurator bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara
default. Apabila tidak ada perjanjian perkawinan, hukum secara otomatis
memberlakukan asas persatuan harta, yang pada gilirannya membuat harta
bawaan istri menjadi rentan. Oleh karena itu penulis berminat untuk
melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP. HARTA ISTRI AKIBAT USAHA SUAMI PAILIT

DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN?”,

. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di
atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini yakni
sebagai berikut:

a. Bagaimana status hukum harta istri dalam sistem hukum perdata di

indonesia?



b. Bagaimana urgensi dan kedudukan perjanjian perkawinan dalam
memberikan perlindungan terhadap harta bawaan istri apabila usaha
suami mengalami kepailitan?

c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap harta istri melalui
perjanjian perkawinan sebagai upaya untuk meminimalisir risiko
kepailitan?

C. Tujuan Penelitian
Sehubungan denngan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan
penelitian ini yakni sebagai berikut:

a. Untuk Menganalisis status hukum harta istri dalam sistem hukum
perdata di indonesia.

b. Untuk Medeskripsikan urgensi dan kedudukan perjanjian perkawinan
dalam memberikan perlindungan terhadap harta bawaan istri apabila
usaha suami mengalami kepailitan.

c.. Untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap harta
istri. melalui perjanjian perkawinan sebagai upaya untuk
meminimalisir risiko kepailitan.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi seluruh pihak
yang terkait dan warga negara yang mencakup manfaat dalam bentuk
teoretis dan bentuk praktis. Yaitu sebagai berikut:
1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada
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pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum
keluarga, hukum perdata, dan hukum kepailitan, dengan
mengurai konflik norma dan ambiguitas yang ada.
Manfaat Praktis

Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan
pemahaman bagi masyarakat, khususnya pasangan yang
berencana menikah atau sudah menikah, mengenai pentingnya
perjanjian perkawinan sebagai jaring pengaman finansial. Hasil
penelitian ini juga dapat menjadi rekomendasi praktis bagi para
notaris dan profesional hukum dalam menyusun perjanjian
perkawinan yang efektif.
. Bagi Notaris atau Pembuat Kebijakan

Penelitian ini sebagai penambah wawasan dan
pengetahuan mengenai. perlindungan hukum terhadap harta
bawaan istri akibat usaha suami pailit dalam perjanjian
perkawinan berdasarkan prespektif hukum perdata di indonesia.
Bagi Calon Pengantin

Hasil dari studi ini semoga mampu menambah wawasan
aktual dan bisa diimplementasikan bagi calon pengantin
khususnya dalam menjawab permasalahan terkait Perlindungan
Hukum Terhadap Hutang Piutang, terutama bagi masyarakat

Jember.
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E. Definisi Istilah
1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan usaha untuk menjaga Hak
Asasi Manusia yang terdampak oleh tindakan orang lain. Langkah
perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat
merasakan semua hak yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain,
perlindungan hukum mencakup cara-cara hukum yang wajib dilakukan
oleh pihak penegak hukum untuk memastikan rasa aman, baik dalam
pikiran maupun kondisi fisik, dari gangguan dan ancaman yang berasal
dari pihak manapun.*

Definisi Perlindungan Hukum dalam kamus hukum Indonesia
bersifat sintetik, menggabungkan idealisme filosofis dengan kebutuhan
fungsional. Secara substansial, Perlindungan Hukum adalah
pengayoman negara terhadap hak-hak warga negara agar terhindar dari
kesewenangan dan dapat menikmati hak-hak yang diatur oleh hukum.
Secara fungsional, istilah ini merujuk pada berbagai upaya hukum yang
diberikan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman
(Kansil). Intinya, perlindungan hukum merupakan jaminan kepastian
hukum yang harus diwujudkan oleh negara, selaras dengan mandat
konstitusional untuk menjamin harkat, martabat, dan hak asasi setiap

individu.®® Tegar. Perlindungan Hukum.Universitas Quality Berastagi.

4 Tegar Perlindungan Hukum.Universitas Quality. http://portalugb.ac.id:808/1351/4/bab
2 tegar.pdf.

5 C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka.
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Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing
pasangan ke dalam perkawinan atau hubungan suami istri. Harta
bawaan ini bisa berupa harta yang dimiliki sebelum perkawinan terjadi
atau diperoleh selama perkawinan melalui warisan,hadiah,atau hasil
usaha sebelum menikah. Harta bawaan biasanya dianggap sebagai harta
pribadi yang dimiliki secara eksklusif oleh pasangan yang
membawanya. Dalam kebanyakan sistem hukum, harta bawaan tetap
menjadi milik individu yang membawanya dan tidak menjadi bagian
dari harta bersama.'®
Pailit

Pailit adalah kondisi di mana debitur tidak mampu atau
mengalami kesulitan dalam melunasi utang atau pinjaman dari kreditur
atau pemberi pinjaman, serta pengadilan menegaskan pailit tersebut.
Sebuah perusahaan yang tidak dapat membayar kembali pinjaman
kepada kreditur pada saat jatuh tempo, perusahaan itu berpotensi
menghadapi pailit. Jika situasi ini terjadi, perusahaan atau kreditur yang
memberikan pinjaman akan melaporkan keadaan tersebut kepada
pengadilan.’’

Pengadilan Niaga dapat bergerak berdasarkan permintaan
debitur itu sendiri atau atas inisiatif satu atau lebih kreditornya. Dalam

proses penyelesaian aset yang terkena kepailitan, undang-undang

16 Case, “Band” https://www.popmama.com/life/relationship/harta-bawaan-menurut-uu-

perkawinan.

17 Setneg RI,UU No. 37 Tahun 2004, Kepailitan dan PKPU.
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memberikan wewenang tidak hanya kepada Balai Harta Peninggalan,
tetapi juga kepada kurator individu. Namun, dalam hal Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, undang-undang ini tidak memberikan
hak kepada BHP untuk berperan sebagai pengelola, melainkan kepada
kurator swasta atau individu yang terdaftar di Kementerian yang
memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang hukum dan peraturan.*®
4. Perjanjian Perkawinan
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan
Definisi perjanjian perkawinan sebagaimana termuat dalam
kamus-kamus hukum otoritatif seperti karya J.C.T. Simorangkir,
dkk., adalah perjanjian kontraktual yang dibuat calon suami dan istri
sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan tujuan primer untuk
mengatur konsekuensi hukum kekayaan di luar rezim harta
bersama.’® Terkait. perjanjian kawin lebih lanjut, Pasal 29 ayat (1)
UU. Perkawinan_jo. Putusan MK No. 69/2015 menerangkan bahwa
pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan
perkawinan, ~kedua pihak atas persetujuan bersama dapat
mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat
perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap

pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.?

'8 panduan Praktis Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya.

9 Yenni Ananda Putri Pulungan. Kajian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat
Setelah Perkawinan Tanpa Didaftarkan Pada Pencatatan Perkawinan, Vol 1.

20 Case, “Band” https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/[t581859863439 Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69-Puu-Xiii-2015-Tahun 2025.
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Putusan MK 69/2015 tersebut telah memperluas makna
perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tidak lagi
dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan
(prenuptial agreement) atau yang umumnya dikenal dengan
perjanjian pranikah; melainkan juga bisa dibuat selama ikatan
perkawinan (postnuptial agreement) atau yang dikenal pula dengan
sebutan perjanjian pascanikah.

5. Penegasan Deifinisi Istilah

Pernyataan pailit suami yang merupakan debitor dapat
membawa dampak hukum yang masif, mengancam likuidasi seluruh
harta perkawinan. Instrumentasi perjanjian perkawinan h (Perjanjian
Perkawinan) hadir sebagai tameng hukum yang secara eksplisit
memisahkan kekayaan suami dan istri. Tanpa jaminan legal ini, harta
milik . istri berisiko tinggi ditarik ke dalam boedel pailit untuk
melunasi utang suami, karena tanpa perjanjian, harta bersama menjadi

tanggung jawab bersama. Berdasarkan hukum perkawinan Indonesia,
tanpa adanya perjanjian pra nikah, secara default berlaku persatuan
bulat harta kekayaan (gemeenschap van goederen) di antara suami
dan istri. Konsekuensinya, merujuk Pasal 23 Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (UU Kepailitan).



15

“Jika seorang debitor dinyatakan pailit, kepailitan tersebut secara

otomatis mencakuP harta pasangan yang menikah dalam ikatan

persatuan harta .2

Hal ini berarti harta yang diperoleh selama perkawinan dapat

disita dan dijual oleh Kurator untuk membayar utang suami.

Pernyataan Pailit itu sendiri bukanlah sekadar kebangkrutan
finansial, melainkan sitaan umum atas semua kekayaan debitor pailit
yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di
bawah pengawasan Hakim Pengawas. Penetapan ini terjadi melalui
putusan Pengadilan Niaga, ketika debitor memiliki dua atau lebih
kreditor dan gagal membayar lunas minimal satu utang yang sudah
jatuh waktu dan dapat ditagih. Ini menegaskan bahwa setelah putusan
pailit diucapkan, Kurator memiliki wewenang penuh mengurus dan
membereskan seluruh harta tersebut, kecuali yang dikecualikan oleh
undang-undang.

Perjanjian Pisah Harta yang dibuat sebelum perkawinan
(pra nikah), atau bahkan selama perkawinan (pasca-Putusan MK),
adalah mekanisme yuridis fundamental untuk menyimpang dari rezim
harta bersama. Tujuan perjanjian ini, yang dilindungi oleh Pasal 139
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
“Memberikan kebebasan calon suami-istri untuk menentukan isi

perjanjian perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan
harta kekayaan mereka ”.?

2! Setneg RI UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 23 Tentang Kepailitan Dan PKPU. 16.
22 Tim Permata Press, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.2019. 388.
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Secara eksplisit, perjanjian pisah harta memberikan jaminan
hukum bahwa harta pasangan yang tidak mengalami pailit yakni harta
pribadi istri tidak akan terkena dampak dari kebangkrutan
pasangannya. Perjanjian ini menciptakan pemisahan hukum antara
harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing pihak selama

perkawinan, menjadikannya harta pribadi masing-masing.

Perlindungan terhadap harta istri ini dikukuhkan oleh Pasal
4 ayat (2) UU Kepailitan yang menegaskan.

“bahwa ketentuan mengenai keharusan persetujuan istri/suami
debitor saat mfe’nzgajukan pailit tidak berlaku apabila tidak ada
persatuan harta”.

Secara hukum, ini secara langsung mengindikasikan bahwa jika
ada perjanjian pra nikah/pisah harta yang mengatur pemisahan, harta
istri tidak otomatis dimasukkan ke dalam boedel pailit, karena tidak
lagi terikat dalam persatuan harta.

Namun, perlindungan hukum ini hanya efektif jika
perjanjian pra nikah tersebut dibuat ‘dalam "bentuk akta otentik
(Notaris) dan telah dicatatkan atau disahkan oleh Pegawai Pencatat
Perkawinan sebelum pernyataan pailit diucapkan. Putusan Mahkamah
Agung telah berulang kali menegaskan bahwa perjanjian yang tidak

dicatatkan sebelum pailit diucapkan hanya berlaku antara suami-istri

dan tidak mengikat kreditor (pihak ketiga).

“Badan  Pemerikasaan  Keuangan RI, UU No 37 Tahun 2004
bing.com/ck/a?!'&&p=b97ca6a27ddabe55d42e2660d0d3f8048ae8927328a284.
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Melalui mekanisme pisah harta, aset-aset penting istri,
seperti harta bawaan, harta warisan, atau harta yang diperoleh sebagai
hadiah, akan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing dan
tidak dapat dilikuidasi oleh Kurator. Perjanjian ini berfungsi sebagai
pengaman yang memastikan bahwa risiko utang dan bisnis suami
tidak mengganggu keamanan finansial jangka panjang istri.

Perjanjian perkawinan berperan sebagai perlindungan
hukum preventif yang esensial. Dengan adanya kejelasan mengenai
kepemilikan harta sejak awal, perjanjian ini tidak hanya melindungi
istri dari risiko kerugian, tetapi juga meminimalkan potensi
perselisihan yang mungkin timbul selama proses kepailitan, baik di
antara pasangan maupun dengan pihak ketiga (kreditor). Tindakan
preventif ini menciptakan kepastian dan ketertiban hukum yang vital
dalam ranah privat dan komersial.

Oleh karena itu, bagi setiap istri yang memiliki kekayaan
atau bagi pasangan yang salah satunya bergerak di bidang usaha
berisiko tinggi, perjanjian perkawinan /Pisah Harta adalah keputusan
yuridis yang tidak terhindarkan. Perjanjian yang sah dan tercatat
secara hukum ini, yang berlaku sebagai undang-undang bagi para
pihak (Pasal 1338 KUHPerdata)**, adalah satu-satunya benteng yang
menjamin harta pribadi istri terlindungi dari sita umum kepailitan

suami, sekaligus menjaga harkat, martabat, dan otonomi finansialnya.

2 Tim Permata Press. Kuhper, Permata Press, Cet 2019, 622.
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F. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan adalah tata cara urutan pembahasan yang
digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Sistematika pembahasan dalam
penulisan penelitian ini disusun dalam 5 bab :

BAB | Pendahuluan. Bagian ini akan menjelaskan fondasi dari
sistematika penelitian skripsi, yang mencakup hal-hal seperti: latar
belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi
istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB Il Kajian Kepustakaan. Bab ini membahas tentang penelitian
sebelumnya yang digunakan sebagai pembanding untuk menyusun daftar
pustaka serta kajian teori yang mendukung karya ilmiah ini, yang berfokus
pada perlindungan hukum bagi harta yang dimiliki istri saat usaha suami
menghadapi kebangkrutan, macam-macam perkara, perlindungan harta
bawaan _istri. melalui. pemisahan aset, perlindungan harta bawaan istri
melalui pemisahan aset, perspektif hukum Islam (fikih) murni dan metode
hukum keluarga islam, kepailitan suami terhadap harta istri dan peran
perjanjian kawin, peran perjanjian perkawinan dalam mengatur harta
setelah Putusan MK, konsep perkawinan harta dalam KUH per, kedudukan
harta perkawinan terkait kawin yang dibuat setelah perkawinan, urgensi
perjnajina perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis, alasan
poligami, syarat-syarat pailit, prosedur perjanjian nikah.

BAB Il Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang teknik-teknik

penelitian yang digunakan dalam studi ini. Dalam bagian ini, ada
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penjelasan yang mendalam mengenai tipe dan pendekatan penelitian,
sumber informasi, cara pengumpulan data, analisis data, serta validitas
data.

BAB 1V Hasil Penelitian. Bab ini akan membahas tentang hasil
penelitian yang meliputi status harta bawaan yang dimilik istri dalam
sistem hukum perdata di indonesia, urgensi dan kedudukan perjanjian
perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap harta bawaan istri
apabila usaha suami mengalami kepailitan, bentuk perlindungan hukum
terhadap harta istri melalui perjanjian perkawinan sebagai upaya untuk
meminimalisir risiko kepailitran, fungsi perjanajian pra nikah sebagai
instrumen perlindungan hukum, merumusakan bentuk perlindungan
hukum yang ideal untuk mencegah harta istri masuk dalam boedel pailit
suami, analisis dan memaparkan hasil dari penelitian.

BAB V Penutup. Bab ini adalah tindak lanjut dan rekomendasi.
Tindak lanjut berfungsi sebagai ringkasan dari jawaban atas masalah yang
telah dibahas di bab sebelumnya. Sementara itu, rekomendasi adalah
langkah-langkah yang bisa diusulkan untuk menyelesaikan masalah yang

dihadapi.



BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Penelitian relevan bertujuan untuk membandingkan antara
penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sedang dilakukan. Berikut
ini beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang
dijalani peneliti dengan sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami Istri Atas Bangunan

Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan.”
Latar belakang permasalahan ini adalah sepasang suami istri
yang membangun sebuah gedung secara bersama saat mereka menikah
di atas tanah milik suami yang diwarisi (harta pribadi suami). Bangunan
itu telah selesai dan mereka tinggal bersama di dalamnya selama lima
tahun, namun beberapa tahun setelah menikah, mereka memutuskan
untuk bercerai. Setelah perceraian, suami mengambil alih bangunan dan
tanah warisan, sehingga istri tidak mendapatkan apapun dari suaminya.
Faktanya, bangunan itu didirikan secara bersama saat perkawinan masih
berjalan, sehingga dianggap sebagai harta bersama. Oleh karena itu,
peneliti ingin mengeksplorasi bentuk perlindungan hukum terkait hak
suami atau istri atas bangunan harta bersama yang berada di atas tanah

milik pribadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami hak-

% sanny Miranda Putri. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami Istri Atas Bangunan
Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan ”. Skripsi, Peminatan Hukum Perdata Depatemen
Hukum Keperdataan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar 2021.
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hak hukum yang dimiliki oleh kedua belah pihak, terutama bagi istri
yang tidak mendapatkan bagian dari bangunan yang merupakan harta
bersama yang dibangun di atas tanah milik suami.

Penelitian ini memiliki fokus penelitian untuk mengetahui
kedudukan hukum akta perjanjian perkawinan dalam rangka memberi
perlindungan bagi suami dan istri di kabupaten rembang dan akibat
hukum dari kedudukan hukum akta perjanjian perkawinan dalam
rangka memberi perlindungan bagi suami dan istri di kab rembang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan secara
hukum bagi bangunan yang merupakan harta bersama yang berdiri di
tanah milik suami dapat dilakukan dengan memberikan kompensasi
kepada istri sebesar 50% dari nilai bangunan sesuai dengan Pasal 97
KHI. Namun, perlindungan hukum ini sangat rentan terhadap
ketidakadilan karena kurangnya peraturan yang lebih rinci mengenai
prosedur yang dapat diambil dalam pembagian harta bersama berbentuk
bangunan yang terletak di atas tanah milik suami. Sementara itu,
penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara
damai atau melalui pengadilan agama.?®

Jika diselesaikan secara damai, istri memiliki hak atas setengah
dari nilai bangunan tersebut, sementara suami berhak atas tanah dan

setengah dari nilai bangunannya. Jika suami dan istri tidak sepakat dan

% Sanny Miranda Putri. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami Istri Atas Bangunan
Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan. Skripsi, Peminatan Hukum Perdata Depatemen
Hukum Keperdataan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar 2021.
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ingin melepaskan bangunan itu, mereka dapat sepakat untuk
meruntuhkan rumah tersebut. Namun, jika suami yang memiliki tanah
ingin tetap menggunakan bangunan itu, ia dapat memberikan
kompensasi kepada mantan istri sebesar setengah dari haknya sesuai
dengan Pasal 97 KHI.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti
oleh peneliti yaitu Sama-sama membahas perlindungan harta bawaan
istri melalui pemisahan aset, metode yuridis normatif. Sedangkan
perbedaan penelitian saat ini. Fokus pada sengketa akibat percampuran
harta bawaan vs. harta bersama, bukan kasus kepailitan.

b. Perlindungan Hak Istri Melalui Perjanjian Perkawinan
Prespektif Maslahah Mursalah (studi di kantor urusan agama
kecamatan kepanjen kabupaten malang).?’

Latar belakang masalah penelitian .ini yaitu Perkawinan dalam
Islam bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa
rahmah, di ‘mana hak dan kewajiban suami istri terlindungi secara
seimbang. Namun, tingginya angka perceraian di Indonesia, termasuk
di Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa tujuan ideal ini sering
terhambat oleh berbagai masalah, seperti kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT), masalah ekonomi, dan sengketa harta bersama.

2" \feti Anggriani. Perlindungan Hak Istri Melalui Perjanjian Perkawinan Prespektif
Maslahah Mursalah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang),
Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Maulana
Malik Ibrahim Malang, 2022.
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Konflik ini sering kali menempatkan posisi istri dalam kerugian,
terutama terkait perlindungan hak-haknya.

Secara hukum positif, hak istri seharusnya sudah terjamin
melalui Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, termasuk hak nafkah dan kedudukan yang seimbang.
Namun, dalam praktik, banyak hak istri (misalnya, hak atas harta
bawaan atau harta yang diperoleh dari hasil kerjanya) rawan tercampur
menjadi harta bersama dan menjadi objek sengketa saat perpisahan,
Perjanjian Perkawinan (Pra-nikah/Pasca-nikah) muncul sebagai solusi
hukum yang secara eksplisit dapat memisahkan harta dan menetapkan
syarat-syarat spesifik yang bertujuan melindungi hak finansial istri.
Meskipun Pasal 29 UU Perkawinan mengaturnya, penerapannya di
Indonesia masih jarang, termasuk di wilayah KUA Kecamatan
Kepanjen.

Secara . fikih, terdapat perdebatan —mengenai batasan isi
Perjanjian Perkawinan. Padahal, prinsip Maslahah Mursalah penetapan
hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan) umum yang tidak diatur
secara spesifik oleh Al-Qur'an dan Sunnah dapat dijadikan landasan.
Dalam konteks modern, perlindungan hak dan kepastian hukum istri

dari risiko sengketa harta dan penelantaran setelah perceraian
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merupakan kebutuhan mendesak (dharuriyat) yang selaras dengan
tujuan syariat (maqashid syari’ah).?

Penelitian ini  memiliki fokus Menganalisis perjanjian
perkawinan dari perspektif Hukum Keluarga Islam, khususnya konsep
Maslahah Mursalah (kemanfaatan umum).

Hasil dari penelitian ini  adalah memberikan jaminan
perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dari tindakan semena-mena
suami dalam perjanjian perkawinan. Hal ini tidak selalu harus berujung
pada perceraian, tetapi pelanggaran dapat dihadapi dengan cara yang
lebih mendidik dan positif. Contohnya, jika terjadi pelanggaran,
langkah selanjutnya bisa berupa pembayaran denda kepada pihak yang
haknya telah dilanggar. Konsep Maslahah Mursalah yang berkaitan
dengan Perjanjian Perkawinan dalam menjaga hak istri memiliki posisi
daruriyah . dalam . konteks  hifz an-nafs, . yaitu = dalam usaha
mempertahankan hak untuk merasa aman dalam kehidupan berumah
tangga.

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang sedang
dilakukan oleh peneliti yaitu Sama-sama membahas perlindungan hak
istri melalui perjanjian perkawinan. perbedaan penelitian terdahulu
yaitu Menggunakan perspektif hukum Islam (fikih) murni dan metode

hukum keluarga islam, bukan hukum perdata.

% \feti Anggriani. Perlindungan Hak Istri Melalui Perjanjian Perkawinan Prespektif
Maslahah Mursalah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang),
Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Maulana
Malik Ibrahim Malang, 2022.
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c. Perlindungan Hukum Istri Dalam Kepailitan Suami ( studi kasus
putusan pengadilan niaga semarang
No.01/pailit/2019/PN.Niaga.Smg).?°

Latarbelakang permasalahan ini adalah tentang adanya
perlindungan hukum untuk istri dalam situasi kepailitan suami tanpa
adanya perjanjian nikah. Fokus penelitian ini adalah pada pentingnya
hak asasi manusia untuk membangun keluarga dan melanjutkan
generasi, serta relevansi hukum yang terkait dengan harta bersama
dalam sebuah pernikahan. Masalah utama yang dibahas adalah cara
memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi istri saat suami
menghadapi kepailitan.

Atas hal ini teori kepastian hukum yang di kemukakan oleh
satjipto raharjo dan teori perlindungan hukum yang di kemukakan oleh
philipus M. Hadjon di gunakan penelitian ini,

Penelitian ini memiliki fokus Menganalisis perlindungan hukum
bagi istri dalam kepailitan suami tanpa perjanjian kawin, dengan studi
kasus nyata.

Hasil studi menunjukkan bahwa tanpa adanya kesepakatan
perkawinan, aset bersama menjadi tanggung jawab bersama dalam
situasi kebangkrutan, yang dapat merugikan istri. Penelitian ini
mengaplikasikan studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No.

01/Pailit/2012/PN. Niaga. Smg untuk menggambarkan penerapan

? Munah, F., & Deni, F. (2024). “Perlindungan Hukum Istri Dalam Kepailitan Suami:
Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/Pailit/2019/Pn.Niaga.Smg”. Jurnal,
Binamulia Hukum , 13 (1), 277-288.
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hukum dalam situasi nyata, serta menekankan pentingnya adanya
perjanjian pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi
pasangan. Tanpa adanya perjanjian kawin, aset bersama menjadi
tanggung jawab bersama dalam kebangkrutan, yang secara empiris
menunjukkan bahwa istri tidak memiliki perlindungan yang cukup
terhadap harta pribadinya.*

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang sedang
dilakukan oleh peneliti yaitu Sama-sama membahas dampak kepailitan
suami terhadap harta istri dan peran perjanjian kawin. membahas terkait
kepailitan. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu dengan saat
ini harta yang di maksud yaitu harta bersama bukan bawaan dan juga
Menggunakan pendekatan studi kasus konkret yang memberikan bukti
empiris, bukan hanya analisis doktrinal.

d. Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Yang
Dibuat Oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan
Dilangsungkan Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan
Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015.*

Latar belakang masalah ini yaitu Perkawinan campuran

menimbulkan risiko hukum terkait harta bersama, terutama karena harta

% Munah, F., & Deni, F. (2024). “Perlindungan Hukum Istri Dalam Kepailitan Suami:
Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/Pailit/2019/PN.Niaga.Smg”. Jurnal,
Binamulia Hukum , 13 (1), 277-288.

% Farras Nafisa, Susilowati Suparto. “Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian
Perkawinan Yang Dibuat Oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan
Dilangsungkan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015”. Jurnal llmu Hukum dan Tata Negara. Fakultas Hukum,
Unversitas Padjadjaran Vol.2, No.1 Maret 2024, 2987-8624, 28-40.
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WNI yang menikah dengan WNA dapat mencampuri hak atas tanah di
Indonesia Menurut Pasal 35 UU Perkawinan dan KUHPerdata, harta
yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis menjadi harta
bersama, kecuali jika dibuat Perjanjian Perkawinan (Perjanjian Pra-
Nikah/Prenuptial Agreement). Perjanjian ini dibuat untuk menghindari
perselisihan dan mengatur harta, terutama bagi pasangan campuran,
dengan isi yang bebas asalkan tidak bertentangan dengan hukum.

Dulu, Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan membatasi waktu
pembuatan perjanjian hanya sebelum atau saat pernikahan
dilangsungkan. Pembatasan ini menimbulkan masalah bagi pasangan,
terutama pasangan campuran, yang ingin mengatur harta setelah
menikah, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-
XI11/2015 mengatasi masalah ini dengan mengizinkan pasangan
membuat - perjanjian perkawinan selama dalam  ikatan perkawinan
(Postnuptial Agreement) Isu yang masih perlu dikaji lebih lanjut adalah
bagaimana kedudukan harta yang sudah tercampur mutlak sebelum
adanya perjanjian pasca-nikah tersebut, serta akibat hukum dari
Postnuptial Agreement terhadap kepemilikan harta bersama dalam

perkawinan campuran.®?

% Farras Nafisa, Susilowati Suparto. “Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian
Perkawinan Yang Dibuat Oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan
Dilangsungkan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015”. Jurnal llmu Hukum dan Tata Negara. Fakultas Hukum,
Unversitas Padjadjaran Vol.2, No.1 Maret 2024, 2987-8624, 28-40.
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Penelitian ini memiliki fokus menganalisis akibat hukum
putusan MK No. 69/PUU-XI11/2015 yang membolehkan perjanjian
perkawinan dibuat setelah pernikhan.

Hasil dari Penelitian ini  Peneliti  bertujuan  untuk
mengidentifikasi posisi harta bersama yang telah ada sebelum
perjanjian perkawinan disusun oleh pasangan yang menikah secara
campuran setelah pernikahan dilaksanakan. Selain itu, penelitian ini
juga ingin memahami dan menjelaskan dampak hukum dari perjanjian
perkawinan yang diadakan oleh pasangan perkawinan campuran pasca
pernikahan, terutama mengenai penguasaan harta bersama menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan setelah
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015. **

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan
karakteristik penelitian deskriptif analitis, yang mengaitkan masalah
secara._menyeluruh. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
terkait. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup studi
pustaka dan penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara di
Kantor Notaris dan PPAT.

Hasil kajian menunjukkan bahwa status harta bersama yang
telah ada sebelum penandatanganan perjanjian pernikahan oleh

pasangan campuran tetap menjadi harta campur setelah pernikahan

% Farras Nafisa, Susilowati Suparto. “Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian
Perkawinan Yang Dibuat Oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan
Dilangsungkan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015”. Jurnal llmu Hukum dan Tata Negara. Fakultas Hukum,
Unversitas Padjadjaran Vol.2, No.1 Maret 2024, 2987-8624, 28-40.
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dilaksanakan. Sementara itu, pemisahan harta bersama baru dapat
diberlakukan setelah perjanjian perkawinan tersebut diatur.

Akibat hukum terhadap aset bersama, jika di dalamnya ada aset
bersama berupa properti tidak bergerak berbentuk tanah hak milik di
Indonesia, maka tanah tersebut akan menjadi milik pihak WNI.
Sementara untuk aset bersama berupa barang bergerak, akan
disesuaikan dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
Hasil hukum dari perjanjian perkawinan yang diatur setelah pernikahan,
berkenaan dengan aset bersama yang melibatkan pihak ketiga, akan
mengikat pihak ketiga dan sebaiknya tetap dipertahankan sebagai aset
bersama. Ini bertujuan agar tidak ada pemisahan aset yang dapat
merugikan pihak ketiga. Putusan MK memberikan peluang baru untuk
melindungi aset, namun perjanjian yang dibuat setelah munculnya
utang bisa dituntut oleh kreditor melalui actio pauliana.®

Persamaan Penelitian ini dengan penelitii yang dilakukan Sama-
sama membahas peran perjanjian perkawinan dalam mengatur harta
setelah Putusan MK. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang
diteliti sekarang yaitu Fokus pada perjanjian yang dibuat setelah
perkawinan, termasuk risiko hukum yang muncul terhadap pihak

ketiga.

% Farras Nafisa, Susilowati Suparto. “Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian
Perkawinan Yang Dibuat Oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan
Dilangsungkan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015”. Jurnal llmu Hukum dan Tata Negara. Fakultas Hukum,
Unversitas Padjadjaran Vol.2, No.1 Maret 2024, 2987-8624, 28-40.
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e. Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga
Harmonis (studi pada kua sumbersari kabupaten jember).*

Latar belakang masalah ini yaitu Survei menunjukkan bahwa
masalah ekonomi adalah faktor utama kandasnya rumah tangga.
Meskipun  begitu, kekurangan finansial tidak serta merta
menghilangkan kebahagiaan, tergantung pada makna harmonis yang
didefinisikan pasangan tersebut, Tujuan pernikahan untuk mencapai
kebahagiaan sering kali terhambat oleh konflik seperti kekerasan atau
masalah ekonomi. Untuk meminimalisir masalah, terutama terkait
harta, disarankan membuat Perjanjian Perkawinan. Perjanjian ini, yang
diatur Pasal 29 UU Perkawinan, merupakan kesepakatan tertulis untuk
memisahkan harta kekayaan, yang bertujuan menciptakan kenyamanan
dan mencegah konflik besar.

Penelitian ini berfokus pada dua hal, yaitu (1) Apa saja yang
menjadi _pendorong munculnya_ perjanjian . perkawinan . di. KUA
Sumbersari? (2) Seberapa penting perjanjian perkawinan dalam
menciptakan keluarga yang harmonis? Tujuan dari penelitian ini
adalah: (1) Untuk menggambarkan faktor-faktor yang mendorong
terjadinya perjanjian perkawinan di KUA Sumbersari. (2) Untuk
menjelaskan pentingnya perjanjian perkawinan dalam pembentukan

keluarga yang harmonis.

% Ahmad Fauzan, “Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga
Harmonis (Studi Pada Kua Sumbersari Kabupaten Jember)”. Skripsi, Universitas Islam Negri
Kyai Achmad Siddigq Jember Tahun 2023.
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa
faktor yang mendorong terjadinya perjanjian perkawinan. Faktor-faktor
tersebut meliputi aspek ekonomi, seperti kekayaan pribadi yang dibawa
masing-masing pasangan, faktor keluarga yang berupaya menghindari
sengketa hukum mengenai aset, serta faktor individu yang meragukan
komitmen satu sama lain, menjalin hubungan yang berlangsung tidak
lama, dan ikatan yang muncul akibat perjodohan. (2) Perjanjian
perkawinan dapat dianggap sangat berarti karena kedua belah pihak
berkeinginan untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang
disebabkan oleh perceraian. Mereka ingin memastikan komitmen yang
jelas tidak hanya melalui ijab gabul, tetapi juga melalui kesepakatan
tertulis, serta bertekad untuk bersama-sama membangun keluarga yang
harmonis. Perjanjian perkawinan bisa berfungsi sebagai pengingat di
masa.mendatang, sebagai pelajaran dari perceraian yang terjadi di luar
sana, dan sebagai motivasi bahwa keluarga adalah hal yang paling
penting.>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang
adalah membahas terkait urgensi perjanjian pernikahan. Sedangkan
perbedaan dengan peneliti terdahulu dengan sekarang yaitu
menggunakan pendekatan hukum empriris dengan cara meneliti sebuah
fenomena yang sedang terjadi di masrakat dan fokus ke masalah

problematik gara gara perokonomian sedangkan peneliti saat ini dengan

% Ahmad Fauzan, “Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga
Harmonis (Studi Pada Kua Sumbersari Kabupaten Jember)”. Skripsi, Universitas Islam Negri
Kyai Achmad Siddigq Jember Tahun 2023.
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judul perlindungan hukum terhadap harta istri akibat usaha suami pailit
dalam perjanjian pra nikah dengan kajian teori konsep harta perkawinan
dalam KUH per KHI dan Hukum adat.

f. Kedudukan Harta Perkawinan Terkait Perjanjian Perkawinan
Yang Dibuat Setelah Perkawinan.*’

Latar belakang masalah ini yaitu Perjanjian perkawinan, sering
disebut perjanjian pra-nikah (prenuptial agreement atau huwelijk sevoor
waarden), adalah kontrak tertulis antara calon suami dan istri.
Tujuannya adalah untuk mengatur harta kekayaan selama pernikahan
dan konsekuensi jika pernikahan berakhir (misalnya, perceraian).
Perjanjian ini dibuat untuk menyimpang dari aturan hukum umum
tentang harta bersama. Fungsi utamanya adalah mengatur implikasi
hukum pernikahan, terutama untuk memisahkan aset suami dan istri
agar tidak bergabung, sehingga mengurangi konflik jika terjadi
perceraian dan mempermudah tindakan hukum atas aset.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU  Perkawinan).
Pembatasan awal Awalnya, Pasal 29 membatasi pembuatannya hanya
sebelum  atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Isu" soisal Di
Indonesia, perjanjian  pra-nikah jarang terjadi karena pandangan
tradisional yang menganggap pernikahan sebagai komitmen abadi yang
tidak boleh dipisahkan (kecuali oleh kematian), sehingga aset pun tidak
diatur secara terpisah. Meskipun adanya pembatasan waktu dalam UU
Perkawinan, dalam praktiknya, banyak pasangan membuat perjanjian
setelah menikah (Postnuptial Agreement). Oleh karena itu, penelitian

ini bertujuan mengkaji:

%" Windy Shafiraanaditya, Rahndy Rizky Pranada. “Kedudukan Harta Perkawinan
Terkait Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan”. Jurnal, Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Dipenogoro. Kota Semarang, Jawa Tengah,
2024.
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1. Bagaimana kedudukan harta perkawinan terkait perjanjian
Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berdasarkan UU No. 1
Tahun 1974.
2. Bagaimana kedudukan harta perkawinan terkait perjanjian
perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berdasarkan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).®

Fokus penelitian Mengkaji kedudukan dan kekuatan hukum
perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pernikahan dilangsungkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan
bahwa Perjanjian Pernikahan yang mengatur mengenai harta dalam
pernikahan perlu berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun perjanjian
perkawinan dapat dibuat setelah pernikahan resmi, penting untuk
mencatatnya di Notaris atau Kantor Pencatatan Sipil agar perjanjian
tersebut dapat mengikat pihak ketiga, termasuk para kreditor.

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang sedang
dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas dampak Putusan
MK No. 69/PUU-XII1/2015. terhadap perjanjian perkawinan.
Kemudian perbedaan kedua penelitian ini, penelitian terdahulu Lebih
menekankan pada aspek formalitas dan pencatatan perjanjian sebagai

syarat agar dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga.

2.1
Penelitian Terdahulu
No | Nama Peneliti dan Judul Persamaan Perbedaan
Penelitian
1. | Sanny  Miranda  Putri. | Persamaan Perbedaan

% Windy Shafiraanaditya, Rahndy Rizky Pranada. “Kedudukan Harta Perkawinan

Terkait Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan”. Jurnal, Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Dipenogoro. Kota Semarang, Jawa Tengah,

2024.
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Peminatan Hukum Perdata | penelitian  ini | penelitian  ini
Depatemen Hukum | dengan Sedangkan
Keperdataan Fakultas | penelitian yang | perbedaan
Hukum, Universitas | akan diteliti | penelitian saat
Hasanuddin Makasar 2021 | oleh  peneliti | ini. Fokus pada
“Perlindungan Hukum | yaitu Sama- | sengketa akibat
Terhadap Hak Suami Istri | sama percampuran
Atas Bangunan Harta | membahas harta  bawaan
Bersama Di Atas Tanah | perlindungan VS. harta
Harta Bawaan.” harta  bawaan | bersama, bukan

istri melalui | kasus

pemisahan aset, | kepailitan.

metode yuridis

normatif.
Veti Anggriani, Program | Persamaan perbedaan
Studi  Hukum  Keluarga | Penelitian  ini | penelitian ini
Islam  Fakultas Syariah, | dengan yaitu
Universitas  Islam  Negri | penelitian yang | Menggunakan
Maulana © Malik = lbrahim | sedang perspektif
Malang  2022. © Dengan | dilakukan oleh | hukum  Islam
Judul “Kajian Hukum | peneliti  vyaitu | (fikih)  murni
Islam Tentang Perjanjian | Sama-sama dan metode
Pra Nikah Sebagai Bentuk | membahas hukum keluarga
Perlindungan Hukum | perlindungan islam, bukan
Terhadap Harta | hak istri | hukum perdata.
Perkawinan”. melalui

perjanjian

perkawinan.
Munah, F., & Deni, F. | Persamaan Perbedaan
(2024). Perlindungan | Penelitian ini | penelitian
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Hukum Istri Dalam | dengan terdahulu
Kepailitan ~ Suami:  Studi | penelitian yang | dengan saat ini
Kasus Putusan Pengadilan | sedang Menggunakan
Niaga Semarang No. | dilakukan oleh | pendekatan
01/Pailit/2019/PN.Niaga.Sm | peneliti  yaitu | studi kasus
g. Binamulia ~ Hukum. | Sama-sama konkret  yang
“Perlindungan Hukum | membahas memberikan
Istri Dalam Kepailitan | dampak bukti  empiris,
Suami ( Studi Kasus | kepailitan bukan  hanya
Putusan Pengadilan Niaga | suami terhadap | analisis
Semarang harta istri dan | doktrinal
No.01/Pailit/2019/PN.Niag | peran
a.Smg.” perjanjian

kawin.

membahas

terkait

kepailitan.
Farras Nafisa, Susilowati | Persamaan Perbedaan
Suparto. ' Fakultas' Hukum, | Penelitian - ini | penelitian
Unversitas Padjadjaran. | membahas terdahulu
Jurnal IImu Hukum Dan | peran dengan  yang
Tata Negara. Dengan Judul | perjanjian diteliti sekarang
“Pemisahan Harta | perkawinan yaitu Fokus
Bersama Melalui | dalam pada perjanjian
Perjanjian Perkawinan | mengatur harta | yang dibuat
Yang Dibuat Oleh | setelah Putusan | setelah
Pasangan Perkawinan | MK. perkawinan,
Campuran Setelah termasuk risiko
Perkawinan hukum yang
Dilangsungkan Dikaitkan muncul

Dengan Undang-Undang

terhadap pihak
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Perkawinan Dan Putusan ketiga.
Mahkamah Konstitusi

Nomor 69/PUU-X111/2015”

Ahmad Fauzan Pada Tahun | Persamaan perbedaan
2023 Mahasiswa Universitas | penelitian kedua

Islam Negri Kyai Achmad | terdahulu penelitian  ini,
Siddig  Jember. Dengan | dengan dengan

Judul “Urgensi Perjanjian | penelitian sekarang yaitu

Perkawinan Dalam
Membentuk Keluarga
Harmonis (Studi Pada Kua
Sumbersari Kabupaten
Jember)”

sekarang adalah
membahas
terkait urgensi
perjanjian
pernikahan.

menggunakan
pendekatan
hukum empriris
dengan cara
meneliti sebuah
fenomena yang
sedang terjadi

di masrakat dan

fokus ke
masalah
problematik
gara gara

perokonomian
sedangkan
peneliti saat ini
dengan  judul
perlindungan
hukum terhadap

harta istri akibat

usaha suami
pailit dalam
perjanjian  pra
nikah  dengan
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kajian teori
konsep  harta
perkawinan
dalam KUH per
,KHI dan
Hukum adat.

6 | Windy Shafiraanaditya, | Persamaan Perbedaan
Rahndy Rizky Pranada. | Penelitian penelitian
Program Studi Magister | sama-sama terdahulu
Kenotariatan Fakultas | membahas melakukan
Hukum, Universitas | dampak penelitian
Dipenogoro. Kota | Putusan ~ MK | Lebih
Semarang, Jawa Tengah, | No. 69/PUU- | menekankan
2024. “Kedudukan Harta | X111/2015. pada aspek
Perkawinan Terkait | terhadap formalitas dan
Perjanjian Kawin Ynag | perjanjian pencatatan
Dibuat Setelah | perkawinan. perjanjian
Perkawinan” sebagai syarat

agar dapat

diberlakukan
terhadap pihak
ketiga.

B. Kerangka Konseptual
1. Konsepsi harta bawaan dialektika dalam empat konsep hukum di
indonesia
Konsep harta bawaan yakni aset yang dimiliki oleh salah satu
pihak sebelum ikatan perkawinan terbentuk, merupakan isu fundamental

dalam hukum perkawinan dan waris, Meskipun Indonesia memiliki
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sistem hukum nasional yang didominasi oleh Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, keberagaman  masyarakat
meniscayakan adanya empat sumber hukum utama yang mengatur harta
kekayaan dalam perkawinan. Keempat sumber tersebut adalah Hukum
Perdata Barat (KUHPerdata), Hukum Perkawinan Nasional (UU No.
1/1974), Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Hukum
Adat yang memiliki variasi luas. Perbedaan konsep harta bawaan di
antara keempat kerangka ini mencerminkan filosofi hukum yang berbeda
mengenai hak kepemilikan individual versus persatuan harta dalam
ikatan perkawinan.*
a. Konsep Harta Bawaan Dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata
KUHPerdata warisan dari hukum kolonial belanda, secara
historis rezim harta perkawinan pada prinsip. algehele gemeenschap
van goederen atau yang dikenal sebagai persatuan bulat harta.*’
Prinsip ini merupakan aturan hukum yang berlaku secara otomatis
(by operation of law) bagi pasangan yang menikah di bawah BW,
kecuali jika mereka secara eksplisit membuat perjanjian untuk
menyimpang darinya. Pasal 119 BW (sebelum perubahannya di
Belanda) menegaskan bahwa perkawinan akan mengakibatkan

percampuran seluruh harta kekayaan suami dan istri.

% Djamil, F. Hukum Perkawinan Islam: Studi Tentang Konsep dan Peraturan. Jakarta:
Rajawali Pers. (2017). 30-60.

0 Azwir Amir Sadi. Harta Bawaan Menurut KHI dan KUHper. Institut Agama Islam
Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan llmu Hukum. Jurnal El-Thawalib Vol. 2 No. 4.
Agustus 2021.
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Dalam sistem persatuan bulat ini, kedudukan harta bawaan
harta yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan secara
langsung dan demi hukum akan melebur ke dalam harta persatuan
(gemeenschap van goederen). Segala hak dan kewajiban yang
berkaitan dengan harta tersebut, baik yang diperoleh sebelum atau
selama perkawinan, akan masuk dalam satu kelompok harta bersama.
Dengan demikian, harta bawaan akan kehilangan identitas dan status
kepemilikan pribadinya, Pencampuran ini memiliki konsekuensi
serius.

jika perkawinan berakhir, baik karena perceraian atau
kematian, harta bawaan yang telah melebur tersebut akan
diperlakukan sebagai harta bersama dan dibagi dua, atau menjadi
bagian dari harta peninggalan (boedel) pewaris. Harta peninggalan
yang diwariskan dalam konteks BW kemudian meliputi seluruh hak
dan kewajiban dalam  lapangan hukum harta kekayaan, yang
mencakup harta bawaan yang telah menyatu dengan harta bersama.

Namun, KUHPerdata juga menyediakan mekanisme yang
disebut huwelijksvoorwaarden (perjanjian perkawinan), yang
memungkinkan calon suami istri untuk menyimpang dari aturan
persatuan bulat tersebut. Berdasarkan Pasal 139 BW, pasangan dapat
membuat perjanjian yang mengatur pemisahan harta kekayaan secara
kontraktual. Melalui perjanjian inilah status harta bawaan dapat

dipertahankan sebagai harta pribadi (uitsluiting van elke
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gemeenschap van goederen), yang berada di bawah kekuasaan dan
tanggung jawab eksklusif masing-masing pihak. Tanpa adanya
perjanjian ini, sistem BW akan secara default menghapus pemisahan
harta pribadi, menjadikan harta bawaan tunduk pada rezim harta
bersama yang menyeluruh.**

b. Konsepsi Harta Bawaan Dalam Undang-Undang Perkawinan
(UU No. 1 Tahun 1974)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(UU Perkawinan) membawa perubahan revolusioner dalam hukum
harta perkawinan di Indonesia dengan secara tegas meninggalkan
prinsip persatuan bulat BW. UU Perkawinan mengadopsi prinsip
yang lebih sejalan dengan tradisi keagamaan dan adat, yaitu
menetapkan pemisahan harta bawaan sebagai aturan hukum bawaan
(default rule).*

Perlindungan terhadap harta bawaan ini diformulasikan secara
eksplisit dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, yang membagi
harta dalam perkawinan menjadi harta bersama (diperoleh selama
perkawinan) dan harta bawaan. Pasal tersebut menyatakan: "Harta
bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah
penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan

lain dalam perjanjian perkawinan”. Dengan demikian, status harta

*! Case, “Band” https://www.ambtadvocaten.nl/kennisbank/huwelijkse-voorwaarden-of-
gemeenschap-van-goederen/.
*2 Case, “Band” https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-2KJ4.
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pribadi diperluas tidak hanya pada harta yang dibawa sebelum
menikah, tetapi juga mencakup harta yang diperoleh selama
perkawinan melalui hadiah atau warisan.*®

Status hukum harta bawaan diperkuat lebih lanjut oleh Pasal
36 ayat (2), yang memberikan hak penuh kepada suami dan istri
untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan masing-
masing. Perbuatan hukum ini mencakup hibah, hadiah, sodagoh, atau
tindakan lainnya. Hal ini kontras dengan harta bersama, di mana
tindakan hukum harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah
pihak, dalam Pasal 35 ayat (2) adalah frasa "sepanjang para pihak
tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan™. Meskipun harta
bawaan secara default dilindungi sebagai harta pribadi, pasangan
tetap memiliki kebebasan kontraktual untuk mengatur sebaliknya.
Misalnya, melalui perjanjian perkawinan, mereka dapat menyepakati
bahwa harta bawaan tertentu akan dilebur atau diatur pengelolaannya
sebagai harta bersama.

Secara ringkas, UU Perkawinan menjamin bahwa harta
bawaan dan harta pribadi lainnya tetap menjadi milik dan penguasaan
eksklusif masing-masing pihak, menegaskan prinsip bahwa
pernikahan tidak otomatis menghasilkan percampuran harta.
Penetapan ini menempatkan pembuktian harta bawaan menjadi

penting dalam sengketa perceraian, di mana pihak yang mengklaim

*® Case, “Band” https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-2KJ4.
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harus berhasil membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh dari
sumber pribadi (sebelum menikah, hadiah, atau warisan) dan bukan
dari upaya bersama.**
c. Status Hukum Harta Bawaan dalam Sistem Hukum Perdata

Indonesia

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, status harta kekayaan
dalam perkawinan diatur secara rinci, namun seringkali
disalahpahami oleh masyarakat umum. Sebagaimana telah
disinggung, asas utama yang berlaku adalah persatuan harta, kecuali
jika dibuat perjanjian perkawinan.” Asas ini membedakan secara
fundamental antara harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan
adalah harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh masing-masing
pihak, termasuk harta yang diperoleh dari warisan atau hadiah.*
Secara hukum, harta ini tetap merupakan milik pribadi yang terpisah
dan berada dalam kekuasaan masing-masing pihak.*” Berbeda halnya
dengan harta bersama yang merupakan harta yang diperoleh selama

perkawinan dan menjadi milik bersama.*®

* Yenita Martha Pandiangan. Analisis Yuridis Atas Tuntutan Suami Atas Terthadap
Harta Bawaan Istri Yang Di Peroleh Semasa Perkawinan (Studi Kasus Perkara Perdata
No.146/Pdt.G/2014/PN.Dps).

** Fatma Munah, Fitra Deni. Sistem Hukum Perdata. Binamulia Hukum, Volume 13,
Nomor 1, Juli 2024. https:jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jmh.

% Case, “Band” https://pn-tabanan.go.id/berita/artikel/detail/pembagian-harta-bersama-
setelah-perceraian.

" Artanti Hendriyanta. Guru Besar Unpad Paparkan Konsep Harta Dalam Perkaiwnan.
https://www.unpad.ac.id/2023/03/guru-besar-unpad paparkan konsep harta bersama dalam
perkawinan.

*8 Case, “Band” https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article.
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Pemisahan ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan,

yang menegaskan bahwa harta pribadi dari masing-masing individu

dan harta yang didapat sebagai hadiah atau warisan adalah milik

pribadi yang dikuasai oleh individu tersebut. Namun, Pasal 119

KUHPerdata, yang merupakan sumber hukum yang lebih tua, melihat

adanya satu kesatuan yang mencakup semua harta suami dan istri

sejak mereka menikah, kecuali jika diatur berbeda dalam perjanjian

pernikahan. Konflik antara dua norma ini menciptakan ambiguitas

yang menjadi dasar permasalahan. Untuk memperjelas konsep ini,

dapat disajikan perbandingan sebagai berikut:

2.2
Kerangka Konseptual
Aspek Hukum Harta Bawaan Harta Bersama
Harta yang dimiliki | Harta yang diperoleh
Definisi sebelum perkawinan, | selama . . perkawinan

atau. yang diperoleh
selama  perkawinan
melalui warisan atau

hibah.

oleh suami atau. istri.

Dasar Hukum

Pasal 35 ayat (2) UU

No. 1 Tahun 1974.

Pasal 35 ayat (1) UU

No. 1 Tahun 1974.
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Kepemilikan dan | Kepemilikan bersama
penguasaan tetap pada | antara suami dan istri.
Status Kepemilikan | masing-masing pihak
secara  utuh  dan

mutlak.

Warisan, hadiah, | Gaji, aset properti
tanah yang dibeli | yang dibeli bersama,
Contoh sebelum menikah, | investasi yang
deposito atas nama | dimiliki bersama.

pribadi.

Meskipun secara konseptual harta bawaan terpisah, implikasi
hukumnya dapat berubah secara drastis dalam konteks kepailitan jika
tidak ada perjanjian perkawinan yang kuat.

d. Konsepsi Harta Bawaan Dalam Hukum Islam_ Dan Kompilasi
Hukum Islam (KHI)

Dalam tinjauan hukum islam (figih Munakahat), Konsep
harta bawaan mendapat pengakuan yang paling fundamental dan
tegas sebagai harta pribadi*® secara prinsip hukum islam tidak
mengenal adanya istilah percampuran harta kekayaan (algehele

gemeenschap van goederen) yang diakibatkan oleh akad

* Firman Wahyudi. Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama
DalamPrespektif ~ Magasid  Syariah.  Pengadilan ~ Agama  Bangil.  https://www.pa-
bangil.go.id/images/artikel/pasal 97.pdf.
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pernikahan.”® Harta suami adalah mutlak milik suami, dan harta istri
adalah mutlak milik istri, dan masing-masing memiliki hak penuh
untuk menguasai dan melakukan perbuatan hukum atas harta
pribadinya.”

Meskipun konsep harta bersama (gono-gini) tidak dikenal
dalam fikih murni, ia diterima sebagai masalah keduniawian
(muamalah) yang muncul dari praktek sosial atau adat (‘urf), yang
memungkinkan adanya ijtihad (penafsiran hukum). Oleh karena itu,
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman hukum
materiil bagi Peradilan Agama mengadopsi konsep harta bersama
untuk mengakomodasi realitas hukum positif (UU Perkawinan) dan
praktek adat yang telah mengakar.

KHI dengan konsisten memperkuat status hukum harta
bawaan sebagai harta pribadi yang terpisah. KHI menganut ketentuan
yang serupa dengan UU Perkawinan: harta bawaan dari masing-
masing suami dan istri, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah,
hibah, atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing,
kecuali disepakati lain. Sebagai contoh, tanah yang diperoleh istri
dari warisan orang tua, meskipun diperoleh saat perkawinan, secara
tegas diakui sebagai harta bawaan pribadi, bukan harta bersama.52

Pemisahan ini diulangi dalam ketentuan KHI yang berkaitan dengan

% M. Elmi. Konsepsi Harta Benda Dalam Perkawinan. Vol 2 Nomor 2 2022: 2964-2191.
https://journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/download/5422/3339/20747.

*! Musfira, Muhammad Syarif. Konsep Harta Suami Istri Dalam Figh Munakahat. Vol 9
No 1 2025. http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora/article/view/6034.

%2 Case, “Band” https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html.
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hukum waris. Pasal 171 huruf e KHI secara eksplisit mendefinisikan
Harta Waris sebagai "harta bawaan ditambah bagian dari harta
bersama". Definisi ini secara struktural memisahkan harta kekayaan
pribadi (harta bawaan) dari harta yang dihasilkan bersama,
menegaskan bahwa harta bawaan merupakan komponen kekayaan
yang terpisah yang kemudian menjadi bagian dari harta waris.

Pada akhirnya, dalam perspektif KHI dan Hukum Islam,
perlindungan terhadap harta bawaan adalah prinsip yang kokoh,
sejalan dengan tanggung jawab finansial suami terhadap istri dan hak
penuh istri untuk mengelola kekayaan pribadinya. Pasal-pasal KHI
dan praktik di Peradilan Agama menegaskan bahwa harta yang
dibawa masuk atau diperoleh dari sumber non-pencaharian selama
perkawinan tidak akan menjadi objek pembagian harta bersama saat
terjadi perceraian.>®

e.. Konsepsi Harta Bawaan Dalam Hukum Adat Indonesia

Hukum Adat di Indonesia menampilkan keragaman yang
luar biasa, dengan konsep harta yang dipengaruhi kuat oleh sistem
kekerabatan apakah itu patrilineal (garis ayah), matrilineal (garis ibu),
atau parental (campuran). Meskipun demikian, secara umum, Hukum
Adat memisahkan harta perkawinan menjadi tiga kategori utama:

Harta Bawaan (sering disebut harta asal atau harta asal-usul), Harta

*% Alifudin. Perlindungan Harta Bawaan Terhadap Istri dan Hak Penuh Istri Untuk
Mengelola Kekayaan Pribadinya, Mahkamah Agung RI Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. on
21 Januari 2025.
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Pencaharian (gono-gini), dan Harta Pusaka.’* Harta Bawaan dalam
Hukum Adat didefinisikan sebagai semua harta warisan atau harta
yang telah dimiliki oleh suami dan/atau istri sebelum mereka
melangsungkan pernikahan. Harta ini dapat berupa benda tetap
maupun benda bergerak. Prinsip yang berlaku secara universal adalah
bahwa harta ini tetap menjadi milik pribadi atau milik kelompok asal
(kaum) dan tidak secara otomatis menyatu menjadi harta pencaharian.
Contoh variasi terlihat dalam masyarakat yang menganut
sistem matrilineal, seperti Suku Minangkabau. Di sini, harta bawaan
harus dibedakan secara ketat dari Harta Pusaka Tinggi. Harta Pusaka
Tinggi adalah harta komunal turun-temurun dari garis ibu yang tidak
dapat dibagi dan dimiliki oleh kaum (kelompok kekerabatan). Dalam
perspektif Hukum Islam, harta pusaka tinggi sering disamakan
dengan harta hibah. Selain itu, terdapat Harta Pusaka Rendah yang
berasal dari jerih payah orang tua, yang juga sering tidak terbagi.*
Sebaliknya, pada masyarakat yang menganut sistem
patrilineal, seperti Suku Batak Toba, garis keturunan ditarik dari
pihak ayah, yang memiliki implikasi besar terhadap pewarisan, di
mana anak laki-laki menjadi pewaris utama, dan anak perempuan
umumnya menerima warisan melalui skema hibah. Meskipun terjadi

adaptasi dan penetapan dasar persamaan hak dalam hukum waris adat

** Hilman Hadikusuma, pengantar llmu Hukum Adat Indonesia; mandar maju;bandung
2003.

** Andre Indrasukma. Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau Studi Kasus Di
Kubang Putiah Kec Banuhampu Kab Agam Sumatra Barat. Universitas Islam Negri Sunan
Kalijaga. Https://Ejournal.Uin-Suka.Ac.ld/Syariah/Ahwal/Article/Download/2272/1699.
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, harta bawaan yang dibawa ke dalam perkawinan pada umumnya
tetap dipertahankan sebagai milik pribadi yang terpisah dari harta
pencaharian suami-istri.

Meskipun Hukum Adat sangat terfragmentasi, kesamaannya
adalah pengakuan tegas terhadap sumber harta. Harta yang dibawa
masuk atau berasal dari warisan/pusaka (harta asal) harus dipisahkan
dari harta yang diperoleh selama perkawinan (harta pencaharian).
Fleksibilitas ini juga tercermin dalam dinamika Hukum Adat;
misalnya, beberapa desa adat di Bali (yang patrilineal) telah mulai
merevisi awig-awig (peraturan adat) mereka untuk mengakui hak
waris anak perempuan, meskipun dengan porsi yang berbeda,
menunjukkan adaptasi dengan nilai-nilai hukum nasional.

Tabel 2.3
Perbandingan Konsep Harta Bawaan

Sistem Aturan | Status Harta | Perlindungan Perjanjian
Hukum Default Bawaan Harta Perkawinan
Bawaan

KUHPerdata | Persatuan Harta Tidak Wajib ada
(BW) Bulat Bawaan dilindungi (Huwelijksvoorwaa

(Algehele | melebur ke | secara default rden) untuk
Gemeensc Harta memisahkan Harta

hap van Persatuan bawaan

%% Andre Indrasukma. Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau Studi Kasus Di
Kubang Putiah Kec Banuhampu Kab Agama Sumatra Barat. Universitas Islam Negri Sunan
Kalijaga. Https://Ejournal.Uin-Suka.Ac.ld/Syariah/Ahwal/Article/Download/2272/1699.
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Goederen) | (kehilangan
status
pribadi)
uu Pemisahan Harta Dilindungi Boleh ada

Perkawinan | Harta Bawaan (pra- | secara default | (Mengatur  status

Bawaan nikah) + (Hak  penuh | Harta Bawaan
Hadiah/Wari | atas perbuatan | menjadi Harta
san (selama | hukum) Bersama

nikah) =
Harta Pribadi
Hukum Pemisahan Harta Dilindungi Boleh ada
Islam Dan Harta Bawaan + | secara default | (Mengatur
KHI (Fikih) Hadiah/Wari | (KHI . Pasal | pengelolaan  atau
san=Harta | 171 huruf e | peleburan)
Pribadi memisahkan
(Sesuai Harta Bawaan
Syariat dari harta
Islam) waris)

Hukum Adat | Bervariasi | Harta Asal- Dilindungi Tidak dikenal
(tergantung | usul (pra- (Tetap secara formal
sistem nikah/warisa | menjadi milik | (digantikan  oleh
kekerabata | n) dipisahkan | pribadi/kaum | Awig-awig  atau
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n) dari Harta asal) kesepakatan

Pencaharian keluarga/kaum)

2. Konsepsi Kepailitan Dalam Badan Usaha
a. Kepailitan (bankruptcy/liquidation) vs Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) (debt restructuring)

Dua konsep ini sering kali diangap sama padahal
keduanya memiliki tujuan dan prosedur yang sangat berbeda dalam
hukum badan usaha di indonesia.

1) Definisi dan Syarat Utama Kepailitan

Kepailitan bukanlah sekedar ketidakmampuan sebuah
badan usaha untuk membayar utang, melainkan suatu status hukum
yang diputuskan oleh pengadilan. Secara konseptual, kepailitan
adalah proses penyitaan dan pembagian harta kekayaan debitor
yang insolven kepada seluruh krediturnya. Dalam konteks hukum
Indonesia, status ini diatur secara spesifik dalam Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (selanjutnya disebut UU
Kepailitan). Poin krusial yang harus dipahami adalah konsep
"Syarat Sederhana" (Simple Test) yang dianut undang-undang ini,
yang menjadi pintu masuk utama untuk permohonan kepailitan

terhadap suatu badan usaha.®’

" Setneg RI UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, Pasal 2 Ayat (1).
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Syarat sederhana ini menuntut adanya dua elemen kunci:
pertama, Debitor (badan usaha) harus memiliki dua atau lebih
Kreditur (pemberi pinjaman); dan kedua, Debitor harus tidak
membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat
ditagih.>® Konsep utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih berarti
kewajiban pembayaran telah melewati batas waktu yang disepakati
dan secara legal dapat ditagih oleh Kreditur. Keberadaan dua syarat
ini secara kumulatif sudah cukup bagi Pengadilan Niaga lembaga
yang berwenang memutus perkara kepailitan untuk menyatakan
suatu badan usaha berada dalam status Pailit, tanpa perlu
membuktikan kondisi finansial total perusahaan secara mendalam
(insolvensi).

Perbedaan kepailitan dan pkpu yaitu Seringkali, istilah
Kepailitan (Pailit) dicampuradukkan dengan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU), padahal keduanya memiliki tujuan
hukum ‘yang sangat berbeda dan mewakili tahapan solusi yang
bertolak belakang. Kepailitan secara inheren bertujuan pada
likuidasi aset. Ketika suatu badan usaha dinyatakan Pailit, semua
asetnya (Harta Pailit) diambil alih pengurusannya oleh Kurator

untuk kemudian dijual (dibereskan) dan hasilnya dibagikan secara

%8 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004, Jakarta:
Pustaka Utama Grafiti, 2006. 470.
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proporsional (pro rata) kepada para Kreditur.>® Intinya, kepailitan
adalah akhir dari kegiatan badan usaha tersebut.

Sebaliknya, PKPU adalah upaya restrukturisasi utang yang
bertujuan untuk menyelamatkan badan usaha. Dalam PKPU,
Debitor diberikan waktu yang terbatas (sementara dan tetap) untuk
bernegosiasi dengan seluruh Krediturnya, dan mengajukan
proposal perdamaian yang berisi skema pembayaran utang yang
baru (misalnya, perpanjangan jangka waktu, diskon utang, atau
konversi utang menjadi saham).?® Jika proposal perdamaian ini
disetujui oleh mayoritas Kreditur (berdasarkan persyaratan suara
tertentu), maka badan usaha tersebut diselamatkan dan dapat
melanjutkan kegiatannya. Oleh karena itu, PKPU sering dilihat
sebagai sarana pencegahan sebelum perusahaan benar-benar
mencapai titik Pailit.

Setelah putusan Pailit ditetapkan, peranan manajemen
Debitor secara praktis berakhir, dan aset badan usaha tersebut
berada di bawah pengawasan Kurator dan Hakim Pengawas.™
Kurator adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Pengadilan
Niaga, bertugas untuk mengelola seluruh harta Pailit (semua aset

perusahaan). Fungsi utama Kurator adalah inventarisasi,

% Setneg RI Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004: Debitor Demi Hukum Kehilangan Haknya
Untuk Menguasai dan Mengurus Kekayaannya Yang Termasuk Dalam Harta Pailit Sejak Tanggal
Putusan Pailit Diucapkan.

% Setneg RI Pasal 222 UU No. 37 Tahun 2004 Mengatur Permohonan PKPU, Baik Oleh
Debitor Maupun Kreditur.

61 Setneg RI Pasal 15 UU No. 37 Tahun 2004 Menjelaskan Penunjukan Hakim Pengawas
Untuk Mengawasi Kurator.
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pencatatan, pengamanan, dan pada akhirnya, penjualan aset
(dibereskan) untuk melunasi utang. Seluruh tindakan hukum yang
berkaitan dengan harta Pailit, termasuk pelaksanaan kontrak atau
gugatan terhadap pihak ketiga, harus dilakukan oleh Kurator.
Akibat hukum dari kepailitan sangat luas menyentuh
berbagai aspek operasional badan usaha. Semua utang Debitor
dianggap jatuh tempo pada saat putusan Pailit diucapkan,
meskipun dalam perjanjian awal utang tersebut belum jatuh tempo.
Selanjutnya, hak-hak Kreditur diklasifikasikan: Kreditur Separatis
(memegang jaminan, seperti hak tanggungan atau fidusia) memiliki
hak untuk didahulukan atas hasil penjualan aset yang dijaminkan,
sementara Kreditur Konkuren (tanpa jaminan) harus menunggu
pembagian sisa hasil penjualan Harta Pailit secara pro rata
(proporsional) Prinsip pembagian yang adil dan merata ini adalah
esensi dari tujuan utama hukum kepailitan.
b. Peran Konseptual Dan Pengalihan Kekuasaan
1) Definisi dan Basis Hukum Kurator adalah pihak independen
yang diangkat oleh Pengadilan Niaga bersamaan dengan
penetapan putusan Pailit terhadap Debitor (badan usaha).®
Kurator dapat berupa individu atau Balai Harta Peninggalan
(BHP) dan memiliki peran fundamental sebagai pelaksana

hukum yang mengambil alih kontrol total atas aset Debitor.

62 Setneg RI Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UU Kepailitan.
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Tugas ini merupakan mandat undang-undang untuk menjamin
kepentingan semua pihak, terutama para Kreditur.

2) Penguasaan Hukum yang Dialihkan (Sita Umum) Sejak saat
putusan Pailit dibacakan, Kurator secara resmi mengambil alih
fungsi direksi atau manajemen perusahaan Debitor dalam
mengelola dan mengawasi seluruh aset yang termasuk dalam
Harta Pailit. Putusan ini secara otomatis menerapkan prinsip
Sita Umum pada semua harta milik Debitor, baik yang sudah
ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari.

3) Fungsi Sentral Pengurusan dan Pemberesan Secara garis besar,
fungsi Kurator terbagi menjadi dua aktivitas utama:
Pengurusan (beheer) dan Pemberesan (vereffening).®
Pengurusan mencakup administrasi dan pengamanan aset
Debitor, ~sedangkan = Pemberesan = adalah tahap likuidasi
(penjualan) aset dan pembagian hasilnya kepada Kreditur.

c. Tugas dalam Tahap Pengurusan (Administrasi dan
pengamanan).

1) Inventarisasi Aset Secara Menyeluruh Tugas pertama dan
paling mendesak bagi Kurator adalah melakukan inventarisasi
secara lengkap dan akurat terhadap seluruh aset Debitor yang

masuk dalam Harta Pailit. Inventarisasi ini mencakup aset

%3 Setneg RI Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UU Kepailitan.
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bergerak (kas, piutang, persediaan) dan tidak bergerak (tanah,
bangunan), serta mendata seluruh utang dan kewajiban.*

2) Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Pailit Kurator
bertanggung jawab untuk mengamankan aset-aset Pailit agar
tidak terjadi penyusutan nilai, kerusakan, atau hilangnya aset.
Ini termasuk mengambil alih rekening bank, mengelola
asuransi, dan memastikan keamanan fisik aset. Tindakan ini
krusial untuk menjaga nilai aset sebelum dijual.

3) Pencatatan dan Verifikasi Tagihan (Pencocokan Piutang)
Kurator harus menerima, mencatat, dan melakukan verifikasi
terhadap semua tagihan yang diajukan oleh para Kreditur.®
Proses ini, yang biasa dilakukan dalam Rapat Pencocokan
Piutang, bertujuan untuk menentukan jumlah utang yang sah
dan klasifikasi Kreditur (Separatis, Preferen, Konkuren).

4) Melanjutkan Kegiatan Usaha Sementara Dalam - situasi
tertentu, demi memaksimalkan nilai Harta Pailit, Kurator dapat
diberikan izin® oleh Hakim Pengawas untuk melanjutkan
kegiatan usaha Debitor Pailit untuk sementara waktu.®® Hal ini
dilakukan jika penjualan perusahaan sebagai going concern
(perusahaan berjalan) diperkirakan memberikan hasil yang

lebih baik daripada likuidasi per bagian.

® Setneg RI Pasal 104 UU Kepailitan Mengatur Mengenai Kewajiban Debitor
Menyerahkan Daftar Aset dan Utang Kepada Kurator.

% Setneg RI Pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UU Kepailitan.

% Setneg RI Pasal 104 Ayat (1) UU Kepailitan, Kurator Dapat Melanjutkan Usaha
Dengan Persetujuan Hakim Pengawas.
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5) Mengambil Tindakan Hukum Proaktif Kurator berwenang
untuk mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan,
termasuk mengajukan gugatan atau pembelaan di pengadilan,
untuk kepentingan Harta Pailit.” Tindakan ini seringkali
mencakup pengajuan gugatan pembatalan (actio Pauliana)
terhadap transaksi-transaksi Debitor yang merugikan Kreditur
sebelum Pailit.

6) Menentukan Posisi Terhadap Perjanjian Bilateral Kurator
memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu
perjanjian bilateral (timbal balik) yang dibuat oleh Debitor
sebelum Pailit akan diteruskan atau diakhiri.”® Keputusan ini
harus diambil dengan pertimbangan maksimalisasi keuntungan
bagi Harta Pailit.

d. Tugas Dalam Tahap Pemberesan (likuidasi dan distribusi)

1) Penjualan Harta Pailit Tugas inti dari tahap Pemberesan adalah
menjual seluruh aset Pailit.® enjualan dapat dilakukan secara
lelang umum atau, jika disetujui oleh Hakim Pengawas, melalui
penjualan di bawah tangan (underhand sale).

2) Prinsip Maksimasi Hasil Penjualan Kurator wajib memastikan
bahwa penjualan aset dilakukan dengan tujuan mendapatkan

harga tertinggi demi memaksimalkan pengembalian bagi

%7 Setneg RI Pasal 108 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UU Kepailitan.
%8 Setneg RI Pasal 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UU Kepailitan.
%9 Setneg RI Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UU Kepailitan.
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Kreditur.”® Kurator tidak diperkenankan menjual aset dengan
harga di bawah nilai pasar wajar kecuali dalam kondisi tertentu
dan dengan persetujuan yang ketat.

3) Mengurus Pembayaran Kreditur Separatis Kurator juga
bertanggung jawab mengurus hak-hak Kreditur Separatis
(Kreditur dengan hak jaminan seperti Hipotek atau Fidusia).
Meskipun Kreditur Separatis dapat mengeksekusi jaminannya
sendiri, Kurator bertindak sebagai koordinator agar eksekusi
tersebut sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan undang-
undang.”

4) Penyusunan Daftar Pembagian (Daftar Pembayaran) Setelah
hasil penjualan terkumpul, Kurator menyusun Daftar Pembagian
yang menunjukkan bagaimana hasil penjualan akan
didistribusikan kepada Kreditur, sesuai. dengan hierarki yang
berlaku. Daftar ini. mencakup biaya kepailitan, Kreditur
Separatis, Preferen, dan Konkuren.

5) Pembayaran Secara Pro Rata Pembagian kepada Kreditur
Konkuren dilakukan secara pro rata (proporsional), yaitu

pembagian yang adil dan merata berdasarkan persentase klaim

® Prinsip Umum Likuidasi Adalah Memaksimalkan Pengembalian (Maximization Of
Estate Value).

" Setneg RI Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UU Kepailitan, Mengatur
Stay Period Bagi Kreditur Separatis.
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utang mereka terhadap total utang, setelah utang yang
diprioritaskan (Separatis dan Preferen) lunas.”
e. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

1) Pengawasan oleh Hakim Pengawas Dalam menjalankan
tugasnya, Kurator berada di bawah pengawasan ketat oleh
Hakim Pengawas.”® Hakim Pengawas bertindak sebagai
mediator dan pengawas yang memastikan Kurator bekerja sesuai
dengan UU dan putusan pengadilan.

2) Kewajiban Laporan dan Pertanggungjawaban Kurator harus
secara berkala melaporkan jalannya kepailitan kepada Hakim
Pengawas dan kepada para Kreditur melalui Rapat Kreditur.™

Pada akhir proses, Kurator wajib menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban akhir atas seluruh pengelolaan dan

pemberesan Harta Pailit.

3) Tanggung Jawab Hukum (Sanksi) Kurator memikul tanggung
jawab perdata jika terbukti lalai dalam melaksanakan tugasnya
dan merugikan Harta Pailit.” Bahkan, jika ditemukan unsur

kesengajaan dalam penyelewengan dana atau aset, Kurator dapat

dikenakan sanksi pidana.

"2 Setneg RI Pasal 187 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UU Kepailitan Mengenai
Pembagian Secara Pro Rata Kepada Kreditur Konkuren.

’® Setneg RI Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UU Kepailitan.

™ Setneg RI Pasal 100 Dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UU
Kepailitan.

7> Setneg RI Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UU Kepailitan Tentang
Mengatur Tanggung Jawab Kerugian.
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4) Imbalan Jasa Kurator Kurator berhak atas imbalan jasa (fee)
yang diambil dari Harta Pailit. Jumlah imbalan jasa ini diatur
oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan
disetujui oleh Hakim Pengawas. Imbalan jasa Kurator termasuk
dalam biaya kepailitan yang wajib dibayar pertama kali.”®

5) Berakhirnya Tugas Kurator Tugas Kurator berakhir setelah
proses Pemberesan selesai, Harta Pailit habis, dan Kurator telah
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Hakim
Pengawas. Setelah itu, pengadilan menetapkan pencabutan
status Pailit dan rehabilitasi bagi Debitor.”’

6) Kesimpulannya Kurator berfungsi sebagai pelaksana amanat
kolektif dari para Kreditur. Keberhasilan Kurator tidak diukur
dari penyelamatan perusahaan, tetapi dari efektivitas dan
keadilan dalam melikuidasi aset serta mendistribusikan hasil
penjualan kepada semua Kreditur sesuai hak mereka.

f. Karakteristik CV dan Relasisnya Dengan Boedel Pailit
Persekutuan Komanditer (CV) memiliki struktur hukum
yang unik. Berbeda dari Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan
badan hukum dengan pemisahan harta kekayaan yang tegas dari

para pemegang sahamnya, CV bukanlah badan hukum.”® Hal ini

’® Setneg RI Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UU Kepailitan,
Biaya Kepailitan Dibayar Pertama.

7 Setneg RI Pasal 200 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UU Kepailitan, Mengatur
Berakhirnya Kepailitan.

& Admin. https://www.liputan6.com/feeds/ciri-ciri-persekutuan-komanditer-cv-tujuan-
dasar-hukum-dan-cara-mendirikan.
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menyebabkan adanya perbedaan signifikan dalam tanggung jawab
hukum para sekutunya. Dalam CV, terdapat sekutu komplementer
(aktif) dan sekutu komanditer (pasif). Sekutu komplementer adalah
orang yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan CV dan
memiliki wewenang hukum atas nama CV. Tanggung jawab
mereka adalah tidak terbatas, yang artinya jika harta kekayaan CV
tidak mencukupi untuk melunasi utang, maka harta pribadi mereka
dapat menjadi jaminan. Sebaliknya, sekutu komanditer hanya
berperan sebagai penanam modal dan tidak diperbolehkan terlibat
dalam operasional perusahaan.

Tanggung jawab mereka terbatas hanya pada jumlah
modal yang telah disetorkan79 Sifat tanggung jawab tidak terbatas
dari sekutu komplementer inilah yang menjadi akar masalah ketika
CV mengalami kepailitan. Putusan pailit yang menimpa CV akan
berdampak langsung pada harta pribadi sekutu komplementer. Jika
sekutu komplementer adalah seorang suami yang menikah tanpa
perjanjian perkawinan, maka harta pribadinya yang berisiko disita
akan melebar ke seluruh persatuan harta dengan istrinya, termasuk

harta bersama dan bahkan harta bawaan istri.

2.4
Kerangka Konseptual
Aspek Sekutu komplementer Sekutu komanditer

® Ahmad Fauzan Muslim. Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer(CV)
Dalam Keadaan pailit. https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/20/17.
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(aktif)

(pasif)

Peran Dalam CV

Mengelola  operasional,

mewakili CV di dalam

dan luar pengadilan, dan

Menyerahkan modal dan

tidak  terlibat  dalam

pengelolaan sehari-hari.

mengambil keputusan
penting.

Batasan Tanggung Tidak Terbatas | Terbatas (limited

Jawab (unlimited liability); | liability); hanya
bertanggung jawab penuh | bertanggung jawab
hingga harta pribadi. sebatas modal yang
disetorkan.

Risiko Hukum Sangat  tinggi, aset | Rendah, aset pribadi
pribadi dapat terancam | terlindungi dari risiko
untuk - melunasi. utang |, bisnis.

CV.

g. Konsekuensi Hukum Kepailitan Suami terhadap Harta

Bawaan Istri: Ambiguitas dan Konflik Norma

Kepailitan yang dialami oleh seorang debitur memiliki

konsekuensi

hukum vyang luas,

yang mencakup

seluruh

kekayaannya.?* Namun, dalam konteks perkawinan, timbul

ambiguitas yang signifikan akibat adanya konflik norma antara UU

8 Setneg R

UU No 37 Thn

2004 Tentang Kepailitan dan

PKPU.

https://peraturan.bpk.go.id/Download/30522/UU Nomor 37 Tahun 2004.pdf.
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Kepailitan dan UU Perkawinan. Pasal 23 UU Kepailitan
menyatakan:

“Bahwa suami atau istri dari debitur pailit yang menikah dalam
persatuan harta akan ikut dipailitkan juga, dan harta
persatuannya akan disita untuk pembayaran utang .

Permasalahan muncul karena terminologi persatuan harta
dalam UU Kepailitan tidak secara jelas didefinisikan, sehingga
menimbulkan kebingungan apakah yang dimaksud adalah
persatuan bulat menurut KUHPerdata atau harta bersama menurut

UU Perkawinan.®!

Jika ditafsirkan sebagai persatuan bulat
(sebagaimana yang sering terjadi dalam praktik tanpa perjanjian
perkawinan), maka seluruh harta suami-istri akan masuk ke dalam
boedel pailit, termasuk harta bawaan.

Ambiguitas ini secara langsung mengancam dua pilar
utama sistem hukum, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Tanpa
kejelasan yang definitif, tindakan Kurator dapat bervariasi dari satu
kasus ke kasus lain, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi
debitur, pasangan, dan kreditor. Di sisi lain, dari perspektif
keadilan, penyitaan harta bawaan istri untuk melunasi utang suami
yang tidak ada kaitannya dengan harta tersebut dapat dianggap
tidak adil. Harta bawaan seharusnya menjadi hak mutlak istri dan

tidak menjadi jaminan bagi utang suami. Namun, karena tidak ada

perjanjian yang memisahkan harta, asas hukum secara otomatis

8 Arini Dwi Yanti- Syafira Adlina. Perlindungan Harta Bersama Dalam Kepailitan,
Volume 11, Nomor 1, 2023, Submitted: March 23, 2023 | Published: July 01, 2023.



60

menciptakan ketidakadilan ini. Oleh karena itu, diperlukan
instrumen hukum yang dapat mengatasi ambiguitas ini dan
menjamin perlindungan bagi pihak yang tidak seharusnya
menanggung beban utang.
3. Konsepsi Hukum Perjanjian Perkawinan
a. Definisi Perjanjian Perkawinan (PP)

Secara yuridis didefinisikan sebagai persetujuan yang dibuat
oleh calon suami dan istri untuk mengatur akibat-akibat hukum
tertentu dari perkawinan mereka, terutama yang berkaitan dengan
harta kekayaan dan kewajiban finansial. Pengaturan utama
perjanjian ini terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum
Islam (KHI), yang menjadi pilar hukum keluarga di Indonesia.®
Konsep ini. merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak
(pacta sunt servanda) yang diterapkan. dalam ranah hukum
keluarga, sebuah bidang yang secara tradisional sangat diatur oleh
hukum publik.

Secara filosofis, dalam konteks hukum Islam, perkawinan itu
sendiri telah diakui sebagai perjanjian yang sangat kuat (mitsagan
ghalizhan).®®* Dengan demikian, Perjanjian Perkawinan berfungsi

sebagai instrumen pengaturan tambahan yang berada di atas

8 Setneg RI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 29 dan
Intruksi Presiden Rl Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI, Pasal 45-52..

8 \Wahbah Az-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Abdillatuhu, Jilid VII, Damaskus: Dar Al-
Fikr, 29-31.
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kontrak sakral tersebut. Perjanjian Perkawinan dianggap sangat
penting karena memiliki fungsi preventif dan protektif yang
signifikan. Tujuannya adalah untuk melindungi hak dan kewajiban
masing-masing pasangan, mengatur harta, dan kewajiban
keuangan, sehingga berfungsi sebagai pencegah konflik di masa
depan. Pengaturan ini juga memastikan adanya kepastian hukum,
terutama dalam kasus perselisinan di kemudian hari, seperti
pembagian harta setelah perceraian.®*

Selain itu, keberadaan PP memungkinkan pasangan untuk
mempertimbangkan dan mengatasi ketidakseimbangan aset,
kontribusi keuangan, atau tanggung jawab utang yang dibawa oleh
masing-masing pihak sebelum pernikahan. Konsepsi ini
menegaskan bahwa PP adalah alat strategis untuk menciptakan
kejelasan hukum dalam hubungan keluarga yang lebih teratur
sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, sekaligus mengurangi risiko
konflik yang berpotensi merusak keharmonisan keluarga.

Perjanjian Perkawinan berperan sebagai pengejawantahan
otonomi kehendak pasangan dalam menentukan rezim harta
kekayaan mereka selama perkawinan. Tanpa adanya PP, hukum
positif (Pasal 35 UUP) secara otomatis memberlakukan rezim harta

bersama (gono-gini), di mana harta yang diperoleh selama

#Wirjono Projodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu,
(Bandung: Sumur, 1981), 49.
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perkawinan dianggap milik bersama.® 1zin untuk membuat
Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 UUP
menunjukkan bahwa negara mengakui dan menghargai kebebasan
pasangan untuk memilih pengaturan yang berbeda, meskipun
kebebasan ini tetap dibatasi oleh kaidah hukum publik, terutama
terkait kewajiban nafkah dan hak anak. Secara konseptual,
Perjanjian perkawinan tidak hanya terbatas pada masalah ekonomi
atau harta kekayaan. Bentuk perjanjian yang diakui dalam KHI,
seperti taklik talak, menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan
juga mencakup konsekuensi non-finansial, yaitu penetapan kondisi
bersyarat yang dapat menjadi dasar putusnya perkawinan. Taklik
talak ini berfungsi sebagai alat perlindungan hukum penting bagi
istri dalam konteks hukum keluarga Islam.®®

Oleh Kkarena itu, Perjanjian. perkawinan harus mematuhi
dualisme sistem hukum di Indonesia, yaitu aspek Syariah (KHI)
dan hukum negara (UUP), menjadikannya instrumen penyelarasan
hukum = agama dan hukum negara dalam perspektif Islam,
perjanjian ini harus selaras dengan tujuan syariah (Magasid Asy-
Syari’ah), yakni menciptakan keluarga yang harmonis, adil, dan
sejahtera, serta bertujuan untuk mencegah kerusakan (dar’ al-

mafasid).

& Setneg RI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Pasal 35.
8 \Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,
(Yogyakarta: Teras, 2011).107-108.
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b. Landasan Yuridis dan Dualisme Sistem Hukum Pengaturan
Perjanjian Perkawinan.

Pengaturan Perjanjian ~ Perkawinan  di Indonesia
didukung oleh dua pilar regulasi utama. Pertama, adalah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(UUP) dan perubahannya. Pasal 29 UUP secara eksplisit
memberikan kesempatan kepada calon pasangan suami istri
untuk mengadakan perjanjian perkawinan, mencakup segala
sesuatu Yyang berkaitan dengan perkawinan, harta, atau hal
lainnya.’” Kedua, adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI),
yang termuat dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.
KHI mengatur PP secara spesifik dalam Bab VII, Pasal 45
hingga Pasal 49, dan berlaku eksklusif bagi pemeluk agama
Islam di Indonesia

Apabila  tidak ~ada perjanjian perkawinan yang . dibuat
oleh pasangan, maka hukum keluarga di Indonesia secara
default = (prinsip  umum) akan menerapkan aturan Harta
Bersama (Gono-Gini). Harta Bersama didefinisikan sebagai
harta yang diperoleh oleh suami atau istri selama ikatan
perkawinan  berlangsung, baik  melalui usaha  bersama

maupun  sendiri-sendiri, yang secara hukum  dianggap

8 R. Soetojo Prawirohamidjodjo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga
(Personen En. Familie-Recht) (Surabaya: Airlangga University Press, 2000).247-248



sebagai

Harta Bersama

(dimiliki

hadiah,

masing-masing
menentukan

perkawinan

yuridis

sebelum  menikah),

atau warisan,

yang diterima oleh

juga merupakan

dengan Harta

pihak, sepanjang

dalam  perjanjian

Pribadi. Harta

harta pribadi
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milik bersama.® Namun, UUP juga membedakan

bawaan

harta yang diperoleh sebagai

tetap berada di bawah penguasaan

para  pihak  tidak

perkawinan.  Hadiah

suami atau istri secara

penerima, kecuali

pasangan telah menyepakati statusnya sebagai harta bersama

melalui kesepakatan tertulis atau perjanjian perkawinan.

2.5
Table

Perbandingan Konseptual Perjanjian Perkawinan dengan KHI

Aspek Undang-Undang Kompilasi Hukum
No. 1 Tahun 1974 Islam
Regulasi Pasal 29 Pasal 45-49

Waktu Pembuatan

Sebelum,saat atau
selama

Perkaawinan

(Pasca Putusan MK

69/PUU-XI111/2015)

Bentuk  Taklik - Talak
diucapkan setelah
akad, Perjanjian lain

dibuat

sebelum/saat/selama

Mengenai harta,

utang, atau hal Ilain,

Taklik Talak, 2.

Perjanjian  lain  yang

8 Dr. H. Chazim Maksalina, M.H. Harta Perkawinan Menurut Tata Aturan

Perundangan.

tata-aturan perundangan-dr-h-chazim-maksalina-m-h.

https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/kolom-kpta/4132-harta-bersama-menurut-
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Bentuk Spesifik tidak boleh | tidak bertentangan
merugikan pihak | dengan Hukum Islam
ketiga
Tidak boleh | Tidak boleh

Batasan Utama melanggar ~ hukum, | menghilangkan
agama,  kesusilaan, | kewajiban suami
atau mengurangi | untuk menanggung
hak suami/orang | biaya kebutuhan
tua rumah tangga

(nafkah)

c. Unsur-Unsur Substantif dan Pembatasan Hukum Asas Kebebasan

Berkontrak dan Pembatasan. Hukum Publik.2®

Perjanjian perkawinan pada hakikatnya tunduk. pada asas

kebebasan berkontrak. Pasangan suami istri memiliki kebebasan

untuk menentukan isi perjanjian kawin yang mereka buat. Namun,

kebebasan ini dibatasi secara ketat oleh ketentuan-ketentuan yang

bersifat publik, yang bertujuan melindungi kepentingan umum dan

moralitas. Pembatasan ini mencakup larangan untuk membuat

janji-janji (bedingen) yang bertentangan dengan kesusilaan dan

ketertiban umum (openbare orde). Selain itu, berdasarkan Pasal

8 Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL Tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.
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1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
perjanjian yang dibuat dengan causa yang palsu atau terlarang tidak
memiliki  kekuatan hukum.*®  perjanjian tersebut  harus
menyelaraskan hukum agama dan hukum negara, memastikan
bahwa materi perjanjian tidak menyalahi aturan hukum, agama, dan
kesusilaan.

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam PP harus
tunduk pada kontrol yudikatif, terutama pada klausul yang
menyentuh ranah hukum publik:

1) Aturan yang diperjanjikan dalam PP, yang secara prematur
menentukan penyerahan hak asuh anak kepada salah satu
pihak apabila terjadi perceraian, dianggap tidak sah dan
bertentangan dengan hukum. Hukum Indonesia menetapkan
bahwa keputusan terkait hak asuh anak, terutama bagi anak
yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) yang cenderung
diberikan kepada ibu (Pasal 105 KHI), harus diputuskan oleh
pengadilan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak
(best interest of the child).” PP hanya dapat berfungsi
sebagai indikasi keinginan, namun pengadilan berwenang

penuh untuk memutuskannya.

% Rahmadika Sefira Edlynafitri. Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin dan Akibat
Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga. Vol 3 No.1 2015. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.

°! Dinda Ramadhani. Analisis Pencantumkan Kalusul Kompensasi Dalam Perjanjian
Perkawinan Sebagai Sebagai Implementasi Asas Kebebasan Berkonktrak. University of Indonesia,
Vol 1. https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=lexpatri.
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2) Aturan Monogami yang membatasi suami untuk tidak
berpoligami diperbolehkan dan dapat dimasukkan dalam
perjanjian perkawinan. Klausul ini dipandang sebagai hukum
preventif bagi istri dan sejalan dengan prinsip perlindungan
diri dari kerusakan dan bahaya (dar’ al-mafasid) yang
mungkin timbul dari poligami, baik secara fisik, psikis,
maupun ekonomi. Poligami dalam KHI sendiri diatur dengan
ketat, sehingga perjanjian yang bertujuan  untuk
mempertahankan monogami dapat dibenarkan.*

3) Pengaturan utang piutang Perjanjian perkawinan merupakan
instrumen yang vital untuk mengatur tanggung jawab utang
sebelum pernikahan. Tanpa PP, utang yang timbul selama
perkawinan dapat membebani harta bersama. Melalui PP,
pasangan dapat secara jelas memisahkan utang pribadi yang
dibawa sebelum menikah dari tanggung jawab bersama.”
Dengan demikian, Perjanjian perkawinan berfungsi
melindungi masing-masing pihak dari utang yang dibuat oleh
pasangannya, memastikan keadilan dan menghindari potensi
konflik finansial.

Kesimpulan konseptual Perjanjian Perkawinan di
Indonesia dikonseptualisasikan sebagai kontrak hibrida yang

menyeimbangkan antara asas kebebasan berkontrak sipil dan

°2 Antasari. Perjanjian Perkawinan. https://idr.uin-antasari.ac.id/27078/7/BAB IV.pdf.
%Case,“Band”Hittps:/Ejournal.Stih-Awanglong.Ac.d/Index.Php/Juris/Article/Download.
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batasan ketat yang diberlakukan oleh hukum keluarga (UUP)
dan hukum agama (KHI). Perjanjian ini berfungsi sebagai
instrumen pencegahan konflik, manajemen risiko harta, dan
penjaminan kepastian hukum bagi pasangan dan pihak ketiga.
Evolusi yuridis melalui Putusan MK No. 69/PUU-XI111/2015
telah memperkuat otonomi pasangan dengan mengizinkan
perjanjian pasca-nikah, namun pada saat yang sama, hal ini
meningkatkan kompleksitas dalam memastikan bahwa PP
tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan
hukum publik, seperti penghindaran kewajiban atau
penyelundupan hukum.
d. Landasan dan Evolusi Perjanjian Perkawinan
Perjanjian sebelum menikah adalah alat hukum yang krusial
untuk menjaga barang pribadi, seperti harta yang dibawa dari
rumah, dari kemungkinan masalah keuangan di_kemudian_hari.%*
Dasar hukum dari kesepakatan ini tercantum dalam Pasal 29
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memberikan hak
kepada pasangan calon suami dan istri untuk menyusun perjanjian
tertulis yang berkaitan dengan dampak perkawinan terhadap aset
mereka.® Pada awalnya, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat

sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

*GrahaCIMB-Niaga. Https://Www.Cimbniaga.Co.ld/ld/Inspirasi/Perencanaan/Perjanjian-
Pra-Nikah.

% Aldhitama Ramdahn, Ferdy Led Fitriadi, Jimmi Marliston P, Aritonang, Muhammad
Habib. Perjanjian Pra Nikah Sebagai Jaring Pengaman Harta Hak Pasangan di Era Modern.
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Namun, terjadi perubahan hukum yang revolusioner dengan
adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-
XI11/2015. Putusan ini menguji materiil Pasal 29 ayat (1) UU
Perkawinan dan memutuskan bahwa perjanjian perkawinan juga
dapat dibuat selama perkawinan berlangsung (postnuptial
agreement). Hal ini memberikan kesempatan baru bagi pasangan
yang tidak sempat membuat perjanjian sebelum menikah untuk
mengamankan harta mereka dari risiko kepailitan yang mungkin
mengancam.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa Putusan MK ini
juga membuka potensi penyelundupan hukum. Seorang debitur
yang beritikad buruk dapat mencoba membuat perjanjian pisah
harta sesaat sebelum dinyatakan pailit untuk menyembunyikan
asetnya dari Kurator.*® Untuk mengatasi.risiko. ini, perjanjian yang
dibuat setelah perkawinan harus memenuhi syarat penting, yaitu
tidak merugikan pihak ketiga. Jika terbukti bahwa perjanjian
tersebut dibuat dengan tujuan merugikan kreditor, Kurator dapat
mengajukan gugatan, Actio Pauliana untuk membatalkan
perbuatan hukum tersebut, berdasarkan Pasal 41 UU Kepailitan.

e. Kedudukan dan Kekuatan Hukum perjanjian perkawinan

Terhadap Pihak Ketiga (Kurator).

Journal of Mandalika, No. 1, 2024, 274.https://pa-dumai.go.id/artikel/4258-perjanjian-pra-nikah-
sebagai-jaring-pengaman-harta-hak-pasangan-di-era-modern.

% Hening Hapsari. Perjnjian Perkawinan : Sebuah Analisis Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi 69/ PUU-X111/2015. Vol 53 No 2 1559. Https://Scholarhub.Ui.Ac.1d/Jhp/Vol53/1ss2/4/.
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Untuk dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif,
perjanjian  perkawinan tidak cukup hanya dibuat dan
ditandatangani oleh pasangan. Perjanjian tersebut harus dibuat
dalam bentuk akta notaris.®” Lebih dari itu, agar perjanjian tersebut
mengikat pihak ketiga (termasuk Kurator dan kreditor), perjanjian
tersebut wajib didaftarkan (dicatatkan) pada instansi pencatat
perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor
Catatan Sipil.*®

Kegagalan untuk mendaftarkan perjanjian akan membuat
perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk
mengikat pihak ketiga. Artinya, meskipun secara internal
perjanjian itu berlaku sebagai "undang-undang” bagi suami dan
istri , Kurator tidak terikat olehnya dan tetap dapat menganggap
seluruh harta yang ada sebagai persatuan harta yang dapat disita.
Oleh karena itu, perlindungan hukum yang sejati dan efektif hanya
akan tercapai jika seluruh prosedur formal, termasuk pembuatan
akta notaris dan pendaftaran, telah dipenuhi.®

f. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Ideal Melalui Klausul

Perjanjian Perkawinan

" Hanafi Arif. Penegakan Hukum Dalam Masyarakat, Jurnal Hukum, Vol. 9 Nomor 2,
Agustus 2017, 2477-0124, 20.

% Faisal Mokoagow, Yumi Simbala, Selviani Sambali. “Tinjauan Yuridis Terhadap
Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU No 21 Thn 2007”. Lex Privatum Vol.
IX/No. 2/Mar/EK/2021.

% Ulin Nafiah., Tinjauan Yuridis Terjadinya Perkawinan Tanpa Adanya Perjanjian Pra
Nikah (Studi Kaksus Pada Pengadilan Agama Pati), Skripsi, Unisula 2023.



71

Perjanjian perkawinan yang efektif harus memuat klausul-

klausul spesifik yang secara jelas memisahkan harta kekayaan dan

tanggung jawab utang. Klausul-klausul ini berfungsi sebagai jaring

pengaman finansial yang dapat mencegah harta pribadi istri,

terutama harta bawaan, masuk ke dalam boedel pailit suami.'®

Berikut adalah bentuk perlindungan hukum yang ideal

melalui klausul-klausul kunci dalam perjanjian pra-nikah:

2.6
Kajian Teori

Klausul Kunci

Deskripsi dan Fungsi

Manfaat

Perlindungan

Klausul Pemisahan

Harta (pisah harta)

Menegaskan  bahwa
tidak ada persatuan
harta antara suami dan
istri.. -~ Seluruh harta
yang -dibawa sebelum
perkawinan (harta

bawaan) dan harta
yang diperoleh selama
perkawinan tetap
terpisah dan menjadi

milik pribadi masing-

Melindungi secara

mutlak seluruh aset
pribadi istri dari sita

kepailitan suami.

100 Cage, “Band”

Jaring-Pengaman-Harta-Hak-Pasangan-Di-Era-Modern.

Https://Pa-Dumai.Go.ld/Artikel/4258-Perjanjian-Pra-Nikah-Sebagai-
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Klausul pengelolaan

Bisnis

terkait usaha suami,

termasuk  pemisahan

aset bisnis dari aset
pribadi. Klausul ini
dapat membatasi

keterlibatan istri dalam

masing.

Menetapkan  bahwa | Mencegah harta

utang yang dibuat oleh | pribadi istri menjadi

salah satu pihak, baik | jaminan atau
Klausul Pengaturan | sebelum maupun | dilikuidasi untuk

Utang selama  perkawinan, | melunasi utang bisnis

tetap menjadi | suami.

tanggung jawab

individu yang

membuatnya.  Utang

tersebut tidak akan

membebani pasangan

atau harta bersama.*™*

Mengatur hak - dan | Memberikan batasan

kewenangan istri | yang- jelas agar aset

dan peranan istri tidak
dapat disangkutkan
dengan kewajiban dan

risiko bisnis suami

101 Case, “Band”. Iblam.Ac.1d/2024/01/28/Prenuptial Agreement Sebagai Jaminan

Kenyamanan Suami Istri.
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bisnis agar tanggung
jawabnya tetap

terbatas.

Dengan memasukkan aturan-aturan ini,  perjanjian
perkawinan tidak hanya menjadi kesepakatan internal, tetapi juga
menjadi perisai hukum yang kuat terhadap pihak ketiga, termasuk
Kurator. Ini memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi istri,
serta memastikan bahwa prinsip pemisahan harta bawaan yang
diatur oleh UU Perkawinan dapat diterapkan secara efektif, bahkan

dalam situasi kepailitan yang paling kompleks.




BAB Il1

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah dan prosedur dalam
mencari, merumuskan, mendapatkan data yang sah, menganalisis, mendiskusikan,
dan menarik kesimpulan dari masalah yang diteliti. Metode ini dianggap sebagai
pendekatan untuk mengakses data yang memiliki tujuan dan fungsi tertentu.**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Dalam studi ini, diterapkan metode penelitian Yuridis
Normatif, di mana peneliti akan mengkaji seluruh peraturan
perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan masalah
hukum yang diteliti. Metode penelitian yuridis normatif
memungkinkan penarikan kesimpulan dan saran yang berlandaskan
pada analisis teoritis dari hukum yang bersangkutan.'®
Pendekatan dalam penelitian hukum-normatif ini didukung
dengan beberapa pendekatan penelitian, antara lain:
1) Pendekatan konseptual (conceptual approach)
Cara pandang atau metode yang digunakan peneliti
untuk mengkaji secara mendalam konsep-konsep, doktrin-
doktrin, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu

hukum vyang diteliti. Tujuan utama dari pendekatan

konseptual adalah untuk: a). Harta Bawaan: Aset yang

102 sygiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabeta,2013), 290.

103 peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press,
2020,56.
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dimiliki oleh salah satu pihak sebelum ikatan perkawinan
terbentuk, termasuk harta yang diperoleh selama perkawinan
melalui hadiah atau warisan. b). Kepailitan: Status hukum
yang diputuskan pengadilan, yang bertujuan untuk menyita
dan membagi harta kekayaan debitur yang insolven kepada
seluruh kreditur. c). Mengidentifikasi hubungan logis antara
satu konsep hukum dengan konsep hukum lainnya.
Pendekatan ini merupakan jantung dari disiplin IImu
Hukum dan menjadi alat utama bagi para ahli hukum untuk
mengembangkan legal jurisprudence.

Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)

Dalam hal ini peneliti menggunakan hukum sebagai
titik tolak untuk melakukan analisinya. Pendekatan
perundang-undangan. ini . sebagai sarana . yuridis dalam
menganalisis mengenai beberapa norma _hukum terkait atau
yang berhubungan dengan harta bawaan istri ketika usaha
suami mengalami kepailitan Undang-Undang Dasar (UUD)
1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), khususnya yang mengatur tentang harta
perkawinan Pasal 119. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan),
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terutama Pasal 23 yang menjadi poin krusial masalah
kepailitan harta bersama.

3) Pendekatan Komparasi (Comparative Approach) Lintas
Sistem Hukum utama di indonesia

Pendekatan Komparasi (Comparative Approach)

yang digunakan dalam penelitian ini disebut sebagai
Comparative Approach Kualitatif. Pendekatan ini secara
umum digunakan untuk membandingkan suatu isu hukum
dari berbagai sudut pandang atau yurisdiksi, meskipun
dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah perbandingan
kualitatif ~ konsep-konsep  hukum  yang  relevan.,'*
Berdasarkan konteks skripsi, pendekatan komparatif ini akan
diterapkan pada penelaahan perlindungan hukum terhadap
harta istri ketika usaha suami pailit dalam perjanjian pra
nikah. Pendekatan ini. secara struktural membandingkan
konsep Harta Bawaan dalam empat sumber hukum utama di
Indonesia:
Meskipun fokus utamanya adalah hukum perdata di
Indonesia, elemen perbandingan dapat dilihat dari cara
peneliti  membandingkan atau mengkontraskan hal-hal
berikut: a. Hukum Perdata Barat (KUHPerdata/BW):

Konsep Persatuan Bulat (algehele gemeenschap van

104 Barda Nawawi Arief, Metodologi Penelitan Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori
Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Group Media), 2014, 159.
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goederen), di mana harta bawaan secara otomatis melebur ke
dalam harta persatuan (gemeenschap van goederen) secara
default. b. Hukum Perkawinan Nasional (UU No. 1/1974):
Konsep Pemisahan Harta Bawaan sebagai aturan default, di
mana harta bawaan tetap menjadi milik pribadi kecuali
diperjanjikan lain. ¢. Hukum Islam dan Kompilasi Hukum
Islam (KHI): Konsep Pemisahan Harta yang paling tegas, di
mana KHI memperkuat status harta bawaan sebagai harta
pribadi yang terpisah (sejalan dengan prinsip syariat). d.
Hukum Adat: Konsep yang bervariasi (tergantung sistem
kekerabatan), tetapi secara umum memisahkan Harta
Bawaan (harta asal) dari Harta Pencaharian (gono-gini).
Secara ringkas, pendekatan yang digunakan adalah
Pendekatan Konseptual-Analitis . yang melibatkan
perbandingan  konsep - hukum antar-sistem dan analisis
dampaknya pada isu tertentu (Kepailitan) untuk
merumuskan instrumen hukum preventif.
B. Sumber Hukum
Penelitian ini  merupakan jenis penelitian hukum yang
berlandaskan norma, sehingga dalam penyusunannya memanfaatkan
dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Bahan Hukum Primer
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Sumber hukum utama merupakan sumber informasi penting
yang dapat memberikan solusi untuk permasalahan yang diteliti.
Data utama atau sumber primer yang digunakan mencakup:

a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sebagai hukum
tertinggi

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (atau
Burgerlijk Wetboek/BW), terutama Pasal 119 dan pasal-
pasal lain di Buku I (Perihal Orang) yang mengatur tentang
percampuran dan pemisahan harta kekayaan perkawinan.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,
terutama: Pasal 29 (mengenai perjanjian perkawinan). Pasal
35 (mengenai harta bersama dan harta bawaan).

d.  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan  Penundaan = Kewajiban Pembayaran Utang (UU
Kepailitan), terutama: Pasal 23 (mengenai harta pailit yang
meliputi harta istri/suami yang kawin dalam percampuran
harta). Pasal 119, 121, dan 122 (mengenai penyelesaian
boedel pailit).

e. Putusan Pengadilan (Yurisprudensi) Putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XI11/2015, yang mengubah

tafsir Pasal 29 UU Perkawinan dan memungkinkan
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perjanjian perkawinan dibuat tidak hanya sebelum, tetapi
juga selama perkawinan (disebut perjanjian pasca-nikah).
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah informasi yang
didapatkan melalui pihak ketiga, bukan diperoleh langsung oleh
peneliti dari objek yang diteliti. Data yang ada diperoleh dari
sumber yang menjelaskan tentang peraturan-peraturan pada
sumber utama seperti Buku Teks Hukum Perdata: Mengenai
perkawinan, harta, perjanjian, dan hukum perikatan. Buku Teks
Hukum Kepailitan: Mengenai konsep kepailitan, harta pailit, dan
perlindungan kreditur/debitur. Jurnal Ilmiah Hukum: Artikel-
artikel yang secara spesifik membahas analisis Pasal 29 UU
Perkawinan, Pasal 23 UU Kepailitan, dan perlindungan hukum
harta istri/suami,( Jurnal tentang urgensi perjanjian kawin pasca
Putusan MK 69/2015 dalam konteks kepailitan.)

Hasil Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi): Penelitian
terdahulu dengan topik diatas bab I1l. Komentar dan Tafsir
Undang-Undang (Doktrin): Pendapat para ahli hukum
terkemuka mengenai konsep harta perkawinan dan kepailitan.
yang memuat bahan hukum terkait tentang Perlindungan hukum
terhadap harta istri akibat usaha suami pailit dalam perjanjian

perkawinan
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C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan adalah komponen penting dalam
penelitian karena tujuan utama peneliti untuk mendapatkan sumber
yang berkaitan dengan fokus masalah yang sedang ditelit. Tanpa
menggunakan teknik pengumpulan yang tepat, peneliti tidak akan
mendapatkan bahan yang memenuhi standar bahan yang ditetapkan'®®

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi
kepustakaan, dengan metode silogisme dan pola pikir deduktif
sebagai teknik analisis. Hasil dari penelitian menyoroti peran dari
perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan bukan hanya bagi
harta bawaan istri tetapi juga hak-hak suami pelaku usaha khususnya
CV. Selain itu, ditemukan pula bahwa perjanjian perkawinan sebagai
bentuk perlindungan dari risiko-risiko terkait dengan usaha CV.

Penelitian_ lembaga - pustaka menggunakan. pendekatan ini
untuk membangun fondasi teori yang terdiri dari gagasan atau tulisan
para ahli dan pakar lain, baik dalam bentuk ketentuan formal maupun
naskah resmi. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat materi yang
relevan, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, kamus, dan riset
website. 106

D. Analisis Data
Dalam penelitian ini, data yang digunakan berupa bahan

hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara

105 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, 224.
106 Nur Solikin. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara
Media, 2021), 127-128.
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kualitatif, yaitu dengan menafsirkan, mengkaji, dan menghubungkan

bahan hukum yang telah dikumpulkan agar menghasilkan jawaban

atas permasalahan penelitian.

Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan sebuah rumusan kegiatan

yang harus diselesaikan oleh peneliti, berikut tahap-tahap

penelitian:*®’

1. Pra penelitian

a. Menentukan judul penelitian

b. Mengajukan judul kepada Fakultas Syariah, dilengkapi
dengan latar belakang dan fokus penelitian

c. Membuat proposal penelitian

d. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi
penelitian  terdahulu, dan kajian  teori terkait dengan
pengajuan judul

e. Konsultasi penelitian kepada dosen pembimbing

2. Penelitian

a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian

b. Mencari data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian

c. Melakukan analisis data

d. Menarik kesimpulan

3. Pasca Penelitian

197 Buku Pedoman Karya llmiah Uin khas Jember



Melakukan konsultasi ke dosen pembimbing
Melakukan revisi
Melaksanakan ujian akhir skripsi

Melakukan penjilidan
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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Status Hukum Harta Istri dalam Sistem Hukum Perdata Di Indonesia
1. Konsep Harta Perkawinan dalam Sistem Hukum Perdata
Pengertian Harta Perkawinan Harta perkawinan merupakan
seluruh harta benda yang ada dalam hubungan perkawinan, baik yang
diperoleh sebelum maupun sesudah perkawinan. Dalam sistem hukum
perdata, ketentuan mengenai harta perkawinan diatur dalam Pasal 119-
123 KUHPerdata yang menyatakan:

“Sejak berlangsungnya perkawinan, maka menurut hukum terjadi

persatuan harta kekayaan antara suami dan istri, sejauh mengenai hal

itu tidak diadakan perjanjian perkawinan.**®

Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum perdata menganut
prinsip adanya persatuan harta (gemeenschap van goederen), kecuali
apabila - sebelum perkawinan dibuat  perjanjian - kawin yang
memisahkan harta.

2. Jenis-jenis Harta Dalam Perkawinan

Harta dalam perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi:

a. Harta Bersama (Gemeenschap van goederen) Harta
bersama adalah harta yang melebur menjadi satu sejak
dilangsungkannya perkawinan, meliputi harta bawaan
suami, harta bawaan istri, serta harta yang diperoleh selama

perkawinan.

1% Tim Permata Press. Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta:2019), 384-385.
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b. Harta Bawaan (Eigen vermogen) Harta bawaan adalah harta
yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebelum
perkawinan, termasuk warisan atau hadiah yang diperoleh
selama perkawinan dengan syarat harta tersebut dinyatakan
secara tegas tetap menjadi milik pribadi.

Dengan demikian, status hukum harta istri dalam hukum perdata
sangat bergantung pada apakah pasangan tersebut membuat perjanjian
kawin atau tidak.

3. Status Hukum Harta Istri Menurut KUH Perdata

Dalam Hal Tidak Ada Perjanjian Kawin Apabila suami istri
tidak membuat perjanjian kawin, maka secara otomatis berlaku prinsip
persatuan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119-123
KUHPerdata.’® Akibat hukumnya, harta istri yang diperoleh sebelum
maupun sesudah perkawinan dianggap menjadi satu kesatuan dengan
harta suami. Dalam hal ini, istri tidak memiliki kekuasaan penuh atas
hartanya, karena pengelolaan harta perkawinan berada di bawah kuasa
suami, Pasal 105 KUHPerdata menyatakan:
“Bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan karenanya

berwenang mengurus harta bersama. Istri dalam konteks ini memiliki
keterbatasan dalam menguasai dan menggunakan harta pribadinya”.

Konsekuensinya, istri harus mendapatkan izin suami apabila
hendak melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan pengalihan

atau pembebanan hartanya sendiri.**°

199 Tim Permata Press. Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta:2019), 384-385.
19 Tim Permata Press. Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta:2019), 382.
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Dalam Hal Ada Perjanjian Perkawinan apabila suami istri
membuat Perjanjian Perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan,
maka perjanjian tersebut menjadi pengecualian terhadap prinsip
persatuan harta. Dalam hal ini, harta istri tetap berada di bawah
kekuasaan penuh istri. Perjanjian kawin dapat mengatur pemisahan
harta istri dari suami, sehingga istri bebas menggunakan, menguasai,
serta bertanggung jawab atas harta tersebut. Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015 memberikan kelonggaran bahwa
perjanjian kawin dapat dibuat tidak hanya sebelum perkawinan, tetapi
juga selama perkawinan berlangsung. Hal ini memperkuat posisi
hukum istri dalam melindungi hak-hak atas hartanya sendiri.

4. Implikasi Hukum terhadap Status Harta Istri

Hak Kepemilikan. Tanpa adanya perjanjian kawin, harta istri
menjadi bagian dari harta bersama sehingga kepemilikan bersifat
kolektif. Namun dengan adanya perjanjian kawin, kepemilikan harta
istri tetap bersifat individual

Hak Penguasaan dalam sistem hukum perdata klasik, hak
penguasaan atas harta istri cenderung dikuasai oleh suami.*** Namun
perkembangan hukum modern melalui yurisprudensi dan putusan
Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan yang lebih besar

terhadap hak penguasaan harta istri.

111 gybekti. Pokok Pokok Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal
570, Jakarta, Intermasa, 62.
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Perlindungan Hukum. Status hukum harta istri yang semula
terpinggirkan dalam sistem hukum patriarkal mendapat penguatan
melalui regulasi dan putusan pengadilan yang menekankan prinsip
kesetaraan gender. Dengan demikian, istri memperoleh posisi yang
lebih setara dalam pengelolaan harta perkawinan.

Dapat di simpulkan Status hukum harta istri dalam sistem
hukum perdata di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama:
hukum adat dan kebiasaan, KUHPerdata, dan UU Perkawinan.
Meskipun KUHPerdata cenderung menganut sistem persatuan harta
yang menempatkan harta istri dalam satu kesatuan dengan harta suami,
UU Perkawinan memberikan jaminan perlindungan yang lebih kuat
terhadap harta bawaan istri.

5. Analisis Status Hukum Harta Istri dalam sistem Hukum Perdata di
Indonesia
a.. Analisis konsep dasar KUHPerdata
Dokumen ini secara tegas menyoroti bahwa sistem
hukum perdata (KUHPerdata Pasal 119-123) menganut prinsip
Persatuan Harta (Gemeenschap van goederen) sebagai aturan

baku, kecuali ada perjanjian kawin.**

12 Tim Permata Press. Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta:2019), 384-385.
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Penerapan Prinsip Persatuan Harta: Tanpa Perjanjian
Kawin, harta istri (baik bawaan maupun perolehan setelah
menikah) melebur menjadi satu kesatuan dengan harta suami.

Implikasi Kuasa Suami: Dalam konteks ini, Pasal 105
KUHPerdata menempatkan suami sebagai kepala rumah tangga
yang berwenang mengurus harta bersama. Konsekuensinya,
istri memiliki keterbatasan dan harus mendapatkan izin suami
untuk tindakan hukum (pengalihan atau pembebanan) atas
hartanya, termasuk harta pribadinya. Ini menunjukkan adanya
sistem patriarkal dalam hukum perdata klasik.

b. Analisis Pengeculian (Perjanjian Perkawinan)

Perjanjian kawin adalah instrumen penting yang diulas
dalam dokumen ini sebagai pengecualian terhadap persatuan
harta. Jika dibuat Perjanjian Perkawinan (pemisahan harta),
harta istri sepenuhnya berada di bawah kekuasaan penuh istri
(individual). Perkembangan Hukum Modern: Dokumen ini
menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-
XI11/2015, yang memungkinkan perjanjian kawin dibuat

selama perkawinan berlangsung,**®

tidak hanya sebelum
perkawinan. Perkembangan ini secara signifikan memperkuat
posisi hukum istri dan memberikan fleksibilitas perlindungan

harta.

113 pytusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-X111/2015
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Analisis Implikasi Hukum dan Perkembangan

Aspek Implikasi

Tanpa Perjanjian
Kawin

Dengan Perjanjian
Kawin (Modern)

Hak Kepemilikan

Kolektif (bagian dari
harta bersama)

Individual (tetap
menjadi milik istri)

Hak Penguasaan

Cenderung  dikuasai
oleh suami (Pasal 105

KUHPerdata )

Di bawah kekuasaan
penuh istri (individu)

Perlindungan Hukum

Terpinggirkan  dalam

sistem patriarkal

Mendapat penguatan
melalui regulasi dan
Putusan MK (prinsip
kesetaraan gender)

c. Pendapat Peneliti atau penulis dokumen terhadap status hukum

harta istri dalam sistem hukum perdata di Indonesia dapat

disimpulkan dari paragraf penutup sebagai berikut:

1. Status Hukum  Dipengaruhi Multipel Faktor: Status

hukum harta istri dipengaruhi oleh tiga faktor utama

yang saling berinteraksi: hukum adat dan kebiasaan,

KUHPerdata, dan UU Perkawinan

2. Terdapat konflik atau kontras antara KUHPerdata yang

cenderung menganut sistem persatuan harta, dengan

uu

Perkawinan  yang

memberikan

jaminan
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perlindungan yang lebih kuat terhadap harta bawaan
istri.

3. Meskipun sistem perdata tradisional (KUHPerdata)
menempatkan harta istri dalam satu kesatuan dengan
harta suami (Persatuan Harta), perkembangan hukum
modern, khususnya UU Perkawinan, telah memberikan
perlindungan yang lebih besar dan menekankan prinsip
kesetaraan gender (melalui Putusan MK dan
perlindungan Harta Bawaan), sehingga posisi istri
dalam pengelolaan harta perkawinan menjadi lebih
setara.

Secara keseluruhan, pendapat peneliti adalah bahwa sistem
hukum perdata telah bergeser dari model patriarkal yang merugikan
istri. menuju_model yang lebih mengakomodasi. hak  kepemilikan
individu istri, terutama melalui instrumen perjanjian Perkawinan dan
penguatan yurisprudensi.

B. Urgensi dan Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Memberikan
Perlindungan Terhadap Harta bawaan Istri Apabila Usaha Suami
Mengalami Kepailitan
1. Urgensi Perjanjiaan Perkawinan dalam memberikan perlindungan

terhadap harta bawaan istri apabila usaha suami mengalami kepailitan.
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Menurut Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (UU Perkawinan)'

, terdapat dua jenis harta dalam
perkawinan: harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama
perkawinan, dan harta bawaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak
sebelum perkawinan. . Secara teoretis, harta bawaan istri seharusnya
tidak dapat disita untuk membayar utang suami, karena harta tersebut
adalah milik pribadi istri. Namun, masalah muncul ketika tidak ada
pemisahan harta yang jelas dan tercatat secara hukum.'*> Dalam praktik
kepailitan, kurator yang ditunjuk oleh pengadilan memiliki kewenangan
luas untuk menyita seluruh aset debitur untuk dijual dan hasilnya
digunakan untuk melunasi utang kepada kreditor.

Jika tidak ada perjanjian Perkawinan yang memuat pemisahan
harta secara tegas, kurator dapat mengasumsikan bahwa seluruh harta
yang. tercatat atas nama suami dan istri_adalah harta bersama. Dalam
situasi ini, beban pembuktian bahwa harta tersebut adalah harta bawaan
istri menjadi sangat berat dan kompleks. Istri harus bisa menunjukkan
bukti-bukti kepemilikan yang kuat, seperti sertifikat tanah atau bukti

kepemilikan lain yang secara jelas mencantumkan namanya dan tanggal

perolehan sebelum pernikahan. Tanpa dokumen yang jelas, aset tersebut

114 Setneg RI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35.
115 Setneg RI. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 Tentang Perkawinan. Harta
Bawaan.



91

akan diperlakukan sebagai harta bersama dan berisiko disita oleh
kurator. '
2. Perjanjian Perkawinan Sebagai Benteng perlindungan
Perjanjian Perkaiwnan, yang diatur dalam Pasal 29 UU
Perkawinan, adalah sebuah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan
dilangsungkan dan disahkan oleh petugas pencatat perkawinan. Tujuan
utama dari perjanjian ini adalah untuk mengatur hal-hal terkait harta
benda selama perkawinan, termasuk mengenai pemisahan harta. Dengan
adanya perjanjian pra nikah yang sah dan tercatat, status kepemilikan
harta antara suami dan istri menjadi sangat jelas dan tidak dapat digugat
oleh pihak ketiga, termasuk kreditor dan kurator kepailitan.**’
Keunggulan perjanjian pra nikah dalam konteks kepailitan adalah
sebagai berikut:

a) Kepastian Hukum. Perjanjian ini. memberikan kepastian hukum
yang. kokoh mengenai pemisahan harta. Secara eksplisit,
perjanjian ini dapat mencantumkan daftar harta bawaan masing-
masing pihak, sehingga meminimalisir sengketa di masa depan.

b) Transparansi dan Kredibilitas. Keberadaan perjanjian ini
menunjukkan transparansi finansial antara suami dan istri. Bagi

pihak ketiga seperti kreditor, perjanjian ini menjadi acuan yang

118 Setneg RI. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

117 Setneg RI. Undang-Undang No. 1, pasal 29 Tahun 1974 tentang Perkawinan Yang
MengaturMengenai perjanjian perkawinan.
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jelas mengenai batasan harta yang dapat dijadikan jaminan atau

disita.

c) Mempercepat Proses Kepailitan. Ketika terjadi kepailitan,
kurator dapat dengan cepat mengidentifikasi aset mana yang
merupakan harta bersama yang dapat disita, dan aset mana yang
dilindungi sebagai harta bawaan istri. Hal ini menghindari
proses litigasi yang panjang dan mahal untuk membuktikan
status kepemilikan harta.

d) Perlindungan Terhadap Harta Usaha. Jika suami memiliki usaha
yang berisiko tinggi dan berpotensi mengalami kepailitan,
perjanjian pra nikah menjadi lapisan perlindungan yang vital.
Perjanjian ini memastikan bahwa harta yang dimiliki istri
sebelum pernikahan tetap aman, terlepas dari keberhasilan atau
kegagalan bisnis suami.

Dapat. disimpulkan pada - penjelasan diatas bahwa urgensi
Perjanjian Perkawinan dalam melindungi harta bawaan istri- dari
kepailitan suami tidak dapat dipandang remeh. Meskipun harta bawaan
secara hukum sudah terpisah, ketiadaan perjanjian tertulis yang sah
dapat menimbulkan masalah serius dan kerugian finansial yang
signifikan bagi istri di kemudian hari. Perjanjian ini bukan sekadar alat
hukum, melainkan bentuk mitigasi risiko dan wujud transparansi dalam
sebuah hubungan. Dengan menganggap Perjanjian Perkawinan sebagali

investasi dalam keamanan finansial keluarga, pasangan dapat
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memastikan bahwa harta bawaan istri, yang mungkin berasal dari jerih
payah sebelum menikah atau warisan keluarga, tetap terlindungi dari
ketidakpastian finansial di masa depan.

Kedudukan Perjanjiaan Perkawinan dalam  memberikan
perlindungan terhadap harta bawaan istri apabila usaha suami
mengalami kepailitan.*®

Secara fundamental, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

119

Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)~ menegaskan:

“bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta
bersama”.

Sementara itu, Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan secara tegas
memisahkan harta bawaan (harta yang dimiliki sebelum perkawinan atau
diperoleh dari hibah dan warisan) sebagai milik pribadi masing-masing
pihak. Secara ideal, harta bawaan istri tidak dapat disita untuk membayar
utang suami karena keduanya memiliki entitas hukum yang berbeda.'®
Namun, dalam praktik, pemisahan ini tidak selalu berjalan mulus.
Seringkali, harta bawaan istri secara fisik atau administratif bercampur
dengan harta suami atau harta bersama. .

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU

Kepailitan), setiap aset yang berada di bawah penguasaan suami-istri

18 Setneg RI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29;
Putusan MK Nomor 69/PUU-XI1/2015.

119 Setneg RI. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: Pasal 35 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

120 Setneg RI. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: Pasal 35 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.
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dapat diambil sebagai harta bersama oleh kurator yang bertugas
mengurus dan membereskan harta pailit jika tidak ada pemisahan yang
jelas. Hal ini membuat posisi istri sangat rentan dan mengharuskan dia
untuk membuktikan bahwa aset tersebut adalah harta bersama.'?!
Perjanjian Perkawinan sebagai fondasi perlindungan hukum.
Perjanjian Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang dibuat
sebelum atau selama pernikahan, yang mengatur hak dan kewajiban
masing-masing pihak, termasuk pemisahan harta kekayaan. Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XI111/2015 memperluas fleksibilitas
pembuatan perjanjian ini, memungkinkan ia dibuat tidak hanya sebelum,
tetapi juga selama perkawinan.*?? Dalam konteks kepailitan, Perjanjian
Perkawinan yang sah berfungsi sebagai perisai hukum yang kokoh.
Kedudukan hukum Perjanjian Perkawinan dalam memberikan
perlindungan terhadap harta bawaan istri adalah sebagai berikut:
a) Penguatan Status Hukum Harta Bawaan: Perjanjian Perkawinan
yang mencantumkan secara rinci pemisahan harta menegaskan dan
menguatkan status hukum  harta bawaan istri. Hal ini mengubah
asumsi kurator dari "seluruh harta adalah harta bersama” menjadi
"terdapat pemisahan harta”. Dengan adanya perjanjian ini, harta
bawaan istri terlindungi dari risiko disita secara sepihak untuk

melunasi utang suami.

121 Setneg RI. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004: Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
122 Setneg RI. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/Puu-Xiii/2015.
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b) Prinsip Pemisahan Harta yang Mutlak: Dalam perjanjian ini,
pasangan dapat secara eksplisit menyepakati rezim pemisahan
harta secara mutlak. Ini berarti tidak ada harta bersama yang
terbentuk selama perkawinan. Konsekuensinya, utang yang dibuat
oleh suami hanya akan menjadi tanggung jawab pribadinya, dan
tidak akan mempengaruhi harta istri, baik harta bawaan maupun
harta yang diperolehnya setelah menikah.
c) Bukti Autentik yang Kuat: Perjanjian perkawinan harus dibuat
dalam bentuk akta notaris, yang menjadikannya sebagai bukti
otentik. . Dalam proses kepailitan, bukti otentik memiliki kekuatan
pembuktian sempurna. Ini sangat mempermudah istri untuk
membuktikan status kepemilikan hartanya di hadapan kurator atau
pengadilan niaga, sehingga meminimalkan sengketa dan proses
hukum yang berlarut-larut.
d) Mitigasi Risiko Finansial: Bagi pasangan, khususnya. istri, yang
ingin melindungi harta pribadinya dari risiko bisnis suami,
perjanjian perkawinan adalah langkah preventif yang paling
efektif. Ini adalah bentuk manajemen risiko finansial yang rasional
dan cerdas, yang memisahkan antara risiko personal dengan risiko
yang berkaitan dengan usaha.
Kesimpulannya Perjanjian Perkawinan memiliki kedudukan
hukum yang sangat vital dan strategis sebagai perisai perlindungan

terhadap harta bawaan istri dalam skenario kepailitan suami. Tanpa
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perjanjian ini, meskipun harta bawaan secara hukum terpisah, ketiadaan
bukti otentik yang kuat dapat membahayakan posisi istri di mata kreditor
dan kurator. Dengan adanya Perjanjian Perkawinan, status harta bawaan
istri menjadi jelas, utuh, dan terlindungi. Oleh karena itu, bagi setiap
pasangan, khususnya yang memiliki aset signifikan atau terlibat dalam
usaha yang berisiko, Perjanjian Perkawinan bukan lagi sekadar pilihan,
melainkan sebuah kebutuhan esensial untuk menjamin keamanan dan
stabilitas finansial keluarga.
. Analisis Urgensi dan Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam
memberikan perlindungan terhadap harta bawaan istri apabila usaha
suami mengalami kepailitan. menunjukkan adanya ketegangan antara
jaminan perlindungan harta bawaan yang diberikan oleh Pasal 35 ayat
(2) UU Perkawinan dan mekanisme operasional eksekusi aset oleh
Kurator di bawah Pasal 21 UU Kepailitan. Kurator, yang bekerja untuk
kepentingan kreditor, cenderung memaksimalkan aset yang dapat disita.
Jika tidak ada Perjanjian perkawinan, kedua rezim hukum ini gagal
terintegrasi di tingkat administrasi praktis, dan kurator akan mengambil
pendekatan yang paling luas untuk mengamankan aset bagi kreditor,
sering kali mengorbankan hak istri.

Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai jembatan yang secara
formal mengikat hasil dari hukum keluarga ke dalam prosedur hukum
komersial. Kepastian hukum hanya tercipta jika perjanjian ini tidak

hanya dibuat, tetapi juga dicatatkan sesuai ketentuan dan didukung oleh
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inventaris harta bawaan yang terperinci. Pendapat para peneliti
menegaskan bahwa bagi pasangan yang salah satunya memiliki aset
signifikan atau terlibat dalam usaha yang berisiko tinggi dan berpotensi
mengalami kepailitan, perjanjian perkawinan telah beralih status dari
pilihan romantis menjadi kebutuhan finansial esensial. Menganggap
perjanjian pra nikah sebagai investasi dalam keamanan finansial
keluarga merupakan bentuk manajemen risiko yang rasional dan cerdas,
yang memisahkan risiko personal dengan risiko yang berkaitan dengan
usaha.'??

Dari sudut pandang etika dan sosiologis, perjanjian ini
merupakan tanda kedewasaan finansial dan transparansi. Kegagalan
bisnis suami yang merupakan risiko komersial seharusnya tidak berarti
kehancuran finansial total bagi istri yang secara hukum tidak terlibat
dalam_utang bisnis tersebut. P-Pramik adalah alat yang melindungi
kepentingan keluarga inti dari kejatuhan total akibat risiko usaha.

Untuk memberikan perlindungan mutlak, Perjanjian perkawinan
harus mencakup Kriteria isi yang spesifik dan tegas: perjanjian harus
secara eksplisit menyatakan bahwa pasangan memilih rezim pemisahan
harta secara total, meniadakan pembentukan harta bersama (gono-gini).
Wajib mencantumkan daftar terperinci harta bawaan istri, termasuk
identifikasi unik aset (misalnya, nomor sertifikat, kode aset) dan tanggal

perolehan yang membuktikan kepemilikan sebelum pernikahan atau

128 Moh Ridwan Rinjani. Perlindungan Hukum Harta Istri Terhadap Usaha Suami Pailit
Dalam Perjnjian Perkawinan.Skripsi Uin Khas Jember.
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perolehan melalui warisan/hibah. Harus ditegaskan bahwa utang yang
dibuat oleh satu pihak setelah perkawinan hanya menjadi tanggung
jawab pribadi pihak yang membuat utang.*?*

4. Pendapat peneliti menunjukkan bahwa perlindungan harta bawaan istri
dari risiko kepailitan usaha suami tidak terjamin secara otomatis oleh
Undang-Undang Perkawinan saja. Ketiadaan Perjanjian Perkawinan
terutama yang dibuat sebagai Akta Notaris dan mencantumkan
pemisahan harta mutlak secara substansial membahayakan posisi istri di
hadapan kreditor dan kurator yang bertindak di bawah rezim komersial.
Oleh karena itu, bagi setiap pasangan yang memiliki risiko bisnis yang
signifikan, perjanjian pra nikah bukan sekadar pilihan legal, melainkan
sebuah kebutuhan esensial dan strategi perencanaan aset yang paling
efektif untuk mengamankan dan menjamin keutuhan harta bawaan istri
di masa depan.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Istri Melalui Perjanjian

Perkawinan Sebagai Upaya untuk Meminimalisir Risiko Kepailitan

Secara umum, sejak perkawinan dimulai sistem harta perkawinan

di Indonesia bersifat harta bersama (komunitas), sehingga harta bawaan istri

secara otomatis tercampur dengan harta suami. Pasal 119 KUH Perdata

menegaskan bahwa

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan
bulat antara harta kekayaan suami dan istri”’.

124 Fatih Fauzan Zulfa Robbi, Rizal Rustam. Eksekusi Jaminan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal llmu Hukum Vol 4 No 2 2022, 2580-0299.
https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/589/376/.
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Artinya, tanpa perjanjian pisah harta, harta istri ikut menjadi milik
suami (dan sebaliknya).?> Kondisi ini menimbulkan risiko bahwa apabila
suami dinyatakan pailit, harta istri dapat terseret ke dalam boedel pailit
suami. Untuk menghindari risiko tersebut dibutuhkan pemisahan harta
melalui perjanjian perkawinan.

Dengan Perjanjian Perkawinan, harta masing-masing pihak diatur
secara terpisah sehingga hak dan kewajiban finansial istri tidak otomatis
melekat pada harta suami. Perlindungan hukum semacam ini penting
sebagai mitigasi risiko kepailitan, karena perjanjian pra nikah secara
eksplisit memisahkan tanggung jawab utang antara suami dan istri.

Menurut ketentuan hukum lama di KUH Perdata (Burgerlijk
Wetboek), perjanjian perkawinan diakui sebagai pengecualian resmi atas
asas persatuan harta. Pasal 139 KUH Perdata menyatakan:

“Bahwa dengan membuat perjanjian perkawinan, kedua calon pasangan
berhak mengatur penyimpangan. dari_ketentuan umum tentang persatuan
harta asalkan tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum ”.

Dengan demikian, KUH Perdata membuka ruang hukum bagi
pasangan untuk mengatur skema kekayaan yang berbeda, termasuk
memisahkan aset istri sebelum perkawinan. Jika sebelum menikah telah
dibuat perjanjian pisah harta yang sah, maka konsep “harta bersama” dalam
Pasal 119 tidak berlaku, sehingga harta bawaan masing-masing pihak tetap

berada di bawah penguasaan pribadi dan tidak tercampur.'?® Ketentuan

125 Tim Permata Press. Kitab Undang Undang Hukum Perdata. (Jakarta:2019). 384.
126 Case, “Band”. https:/misaelandpartners.com/harta-bersama-dalam-perkawinan.
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inilah yang menjadi landasan yuridis bagi perlindungan harta istri melalui
Perjanjian Perkawinan di era sebelum berlakunya Undang-Undang
Perkawinan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, pengaturan harta perkawinan mengalami perubahan. Pasal 35
UU Perkawinan (1974) menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan serta
hibah/warisan masing-masing tetap di bawah penguasaan pribadi. Karena
pola default ini tetap menggabungkan kekayaan kedua pihak, maka
perjanjian kawin tetap diperlukan untuk melindungi kepentingan istri. Pada
Pasal 29 UU Perkawinan, diatur bahwa kedua calon pengantin, sebelum
atau pada saat akad (setelah amandemen MK), dapat membuat perjanjian
tertulis yang disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan atau notaris, dengan
isi yang berlaku juga terhadap pihak ketiga.?’

Artinya, Perjanjian Perkawinan harus dituangkan dalam akta resmi
dan didaftarkan agar efektif. Ketentuan Pasal 29 ayat 2-4 selanjutnya
mengatur bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum,
agama, dan kesusilaan, mulai berlaku sejak terjadinya perkawinan, dan tidak
dapat diubah selama pernikahan kecuali atas persetujuan kedua belah pihak
tanpa merugikan pihak ketiga.’?® Dengan kata lain, Perjanjian Perkawinan
yang dibuat dengan benar mengikat kedua pasangan sepanjang perkawinan

dan menjamin bahwa aset yang dipisahkan tidak dapat dicampuri oleh

2" putusan MK 69/2015. Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015.
128 Case, “Band”. https://perqara.com/blog/uu-perjanjian-pra-nikah/.
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suami. Setiap perubahan skema harta keluarga dalam perjanjian kawin
memerlukan persetujuan tertulis kedua belah pihak.

Dalam konteks kepailitan (UU No. 37 Tahun 2004), Perjanjian
Perkawinan berperan signifikan dalam melindungi harta istri. Pasal 62 UU
Kepailitan menyatakan bahwa bila salah satu pihak dinyatakan pailit, maka
istri atau suaminya berhak menarik kembali seluruh benda bergerak dan tak
bergerak yang merupakan harta bawaan maupun harta yang diperoleh
sebagai hadiah atau warisan dari dirinya.'® Ini berarti harta bawaan (yang
umumnya diatur dalam perjanjian kawin) tidak menjadi bagian boedel pailit
suami. Selanjutnya Pasal 63 menegaskan bahwa baik istri/suami maupun
kreditor tidak berhak menuntut “keuntungan yang diperjanjikan dalam
perjanjian kawin” dari harta pailit pihak yang dinyatakan pailit dengan kata
lain, hak-hak yang dilindungi oleh perjanjian kawin bersifat pribadi dan
tidak boleh menjadi sumber penyelesaian utang suami.

Lebih jauh, Pasal 64 UU Kepailitan mengatur bahwa jika pasangan
menikah dalam persatuan harta, maka kepailitan dianggap meliputi seluruh
harta bersama untuk kepentingan semua kreditor, sedangkan jika terdapat
harta di luar persatuan (misalnya akibat perjanjian pisah harta) maka harta
tersebut tetap menjadi harta pailit tetapi hanya dapat digunakan untuk
membayar utang pribadi pihak yang pailit. Dengan skema perjanjian pra
nikah yang sah, harta istri dianggap berada di luar persatuan harta

perkawinan, sehingga tidak ikut disita untuk pelunasan utang suami.

129 GSetneg RI, UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.
https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/25251.
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1. Perjanjian Perkawinan

Untuk menyimpang dari rezim persatuan harta, hukum
memberikan opsi untuk membuat perjanjian perkawinan.**
Perjanjian pra-nikah adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh
pasangan sebelum pernikahan berlangsung untuk mengatur hak dan
kewajiban terkait harta benda. Landasan hukumnya terdapat pada
Pasal 29 UU Perkawinan dan Pasal 139 KUH Perdata. Perjanjian
ini harus dibuat dalam bentuk akta notaris sebelum perkawinan
berlangsung dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.**
Namun, praktik ini mengalami revolusi dengan adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XI11/2015. Putusan ini
memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan, yang Kini
dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung. Putusan ini
memberikan. . fleksibilitas bagi pasangan yang. tidak sempat
membuat perjanjian sebelumnya, tetapi seperti yang akan dianalisis

lebih lanjut, fleksibilitas ini memiliki batasannya sendiri.**

4.7
Fokus Penelitian
Karakteristik Rezim Default (Tanpa Aturan Perjanjian
Perjanjian) Perkawinan

Dasar Pasal 119 KUH Perdata dan | Pasal 29 UU Perkawinan,

130 Casa, “Band.” https://siplawfirm.id/perjanjian-pranikah/?lang=id.

131 Casa, “Band” https://hvbi.co.id/perjanjian-pra-nikah-dan-pasca-nikah/.

132 Arini Dwiyanti, Sayfira Adlina. Ambiguitas Pengaturan Harta Bersama Dalam
Dimensi Kepailitan Ditinjanu Berdasarkan Asas Keadilan. Vol 11 Nomor 1, 2023.
https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/download.
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Hukum Pasal 35 UU Perkawinan Pasal 139 KUH Perdata, dan
Putusan MK No. 69/PUU-
XI11/2015
Harta Secara prinsip terpisah, namun | Tetap terpisah dan dilindungi
Bawaan berisiko masuk boedel pailit | secara eksplisit dari utang
karena interpretasi UU | pasangan
Kepailitan yang luas
Harta Melebur menjadi satu kesatuan | Dapat diatur untuk tetap
Bersama dan menjadi tanggung jawab | terpisah, dan segala harta
bersama yang  diperoleh  selama
pernikahan menjadi  milik
masing-masing
Utang Menjadi  tanggung  jawab | Utang pribadi pra-nikah dan
bersama (tanggung - renteng), | utang bisnis tidak menjadi
dapat dilunasi - dari -seluruh | tanggung jawab pasanga
harta gabungan
Tanggung | Kepailitan salah satu pihak | Harta pribadi istri tidak akan
Jawab akan menyeret seluruh harta | terpengaruh oleh kepailitan
kepailitan | pasangan ke dalam boedel | suami, asalkan perjanjian

pailit

dibuat dengan benar

2. Mekanisme Perlindungan Harta Melalui Perjanjian Perkawinan

a. Pemisahan Aset Dan Harta
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Perjanjian Perkawinan berfungsi sebagai "pagar
hukum™ yang memisahkan seluruh aset, baik yang dibawa
sebelum menikah maupun yang diperoleh selama pernikahan.
Melalui perjanjian ini, pasangan dapat secara eksplisit
menyatakan bahwa tidak akan terjadi percampuran harta.
Dengan demikian, harta yang dimiliki oleh istri, baik berupa
tanah, properti, tabungan, maupun bisnis, tetap berada dalam
kepemilikannya dan tidak menjadi bagian dari harta

bersama.**?

Ini secara efektif mengisolasi aset istri dari
liabilitas finansial suami. Pasal 29 UU Perkawinan
memberikan fleksibilitas untuk mengadakan perjanjian tertulis
mengenai harta, yang memungkinkan pasangan menyimpang
dari rezim persatuan harta.***
b. . Pengaturan Utang Dan Tanggung jawab
Aspek krusial lain dari Perjanjian Perkawinan adalah
pengaturannya mengenai utang. Perjanjian dapat mengatur
secara eksplisit siapa yang bertanggung jawab atas utang, baik
yang sudah ada (utang pribadi sebelum nikah) maupun yang

timbul kemudian. Klausul ini sangat penting untuk mencegah

prinsip tanggung renteng yang otomatis timbul dalam

133 Casa, “Band,” https://libera.id/blogs/hubungan-ekonomi-di-pernikahan-3-hal-di-

perjanjian-pra-nikah/.
13% Casa, Band,”. https:/pa-dumai.go.id/artikel/4258-perjanjian-pra-nikah-sebagai-jaring-
pengaman-harta-hak-pasangan-di-era-modern.
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perkawinan tanpa perjanjian pisah harta.”®® Dengan adanya
perjanjian, utang bisnis atau kredit konsumtif yang dibuat oleh
suami akan menjadi tanggung jawab pribadinya, dan istri tidak
akan turut menanggungnya secara bersama-sama.
c. Aspek Prosedural (kekuatan hukum terhadap pihak ketiga)

Agar perjanjian perkawinan efektif sebagai alat
perlindungan hukum, terutama dalam menghadapi pihak ketiga
seperti kreditur, ia harus memenuhi syarat-syarat prosedural
yang ketat. Perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta
otentik di hadapan notaris dan kemudian disahkan atau
dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor
Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.**°

Ketaatan pada prosedur ini memegang peranan vital.
Akta notaris memberikan kekuatan hukum atau validitas
internal (inter-partes). antara suami dan istri. Namun, untuk
memiliki kekuatan mengikat atau efek eksternal terhadap pihak
ketiga, akta tersebut harus diumumkan melalui proses
pencatatan. Proses pencatatan ini menciptakan publisitas legal
yang secara hukum mengasumsikan bahwa pihak ketiga,

termasuk kreditur, mengetahui adanya pemisahan harta. Tanpa

135 Casa, “Band,”. https://pa-dumai.go.id/artikel/4258-perjanjian-pra-nikah-sebagai-

jaring-pengaman-harta-hak-pasangan-di-era-modern.
13 Nadira Ratunada Wirjono, Kantor Notaris & Ppat Ny, Rina Ariesandy,S,H. M,Kn.
https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/download/20024/pdf/53483.
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pencatatan, perjanjian tersebut, meskipun sah antara suami dan
istri, dapat dianggap tidak mengikat kreditur.

Akibatnya, kreditur dapat berargumen bahwa mereka
tidak mengetahui adanya pemisahan harta dan oleh karena itu
berhak untuk mengklaim seluruh harta yang terlihat menjadi
satu kesatuan, sehingga harta istri tetap berisiko masuk ke
dalam boedel pailit. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas saja
tidak cukup, publisitas legal melalui pencatatan merupakan
jembatan antara hak internal pasangan dan perlindungan
eksternal terhadap klaim pihak ketiga.

3. Perlindungan Harta Istri dalam Konteks Kepailitan Suami
a. Konsep dan Lingkup Boedel Pailit

Boedel pailit adalah seluruh harta kekayaan milik
debitur yang telah dinyatakan pailit dan disita untuk melunasi
utang. kepada para kreditur, harta ini akan dikelola dan
dibereskan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim
pengawas. Ruang lingkup boedel pailit sangat menentukan
seberapa banyak utang yang dapat dilunasi dan seberapa besar
kerugian yang akan dialami oleh debitur serta pasangannya.*®’

b. Dampak Tanpa Perjanjian Perkawinan

137 Redaksi OCBC. https://www.ocbc.id/id/article/2023/02/15/Boedel-Pailit.
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Dalam perkawinan tanpa perjanjian pisah harta, UU
Kepailitan dan PKPU berlaku secara ketat. Pasal 23 UU
Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa debitor pailit

"meliputi isteri atau suami dari debitor pailit yang menikah
dalam persatuan harta".

Pasal 64 ayat (1) dari undang-undang yang sama juga
menegaskan bahwa

"kepailitan suami atau isteri yang kawin dalam suatu

persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan

harta tersebut".**

Keterlibatannya sangat jelas seluruh harta bersama, dan
bahkan harta bawaan istri, dapat disita oleh kurator untuk
melunasi utang suami. Dalam situasi ini, istri tidak memiliki
perlindungan hukum yang memadai untuk harta pribadinya,
dan aset yang diperolehnya sendiri berisiko dilikuidasi untuk
membayar kewajiban keuangan suaminya.

c. Peran Penting Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan yang sah dan dicatatkan
berfungsi sebagai "jaring pengaman" finansial. dengan adanya
perjanjian yang memisahkan harta, pasangan secara hukum
"tidak menikah dalam persatuan harta". Kondisi ini secara
efektif mengecualikan harta pribadi istri dari boedel pailit
suami. Perjanjian ini secara eksplisit melindungi aset istri dari

utang-utang yang timbul dari aktivitas bisnis atau investasi

138 Casa, “Band,”.https:/repository.uph.edu/id/eprint/18691/6/chapter 3.pdf.
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suami.’*® Dengan demikian, jika suami dinyatakan pailit,

kurator hanya berhak mengurus harta yang secara hukum

terdaftar sebagai milik suami.

Harta pribadi

istri, yang

dilindungi oleh perjanjian, tidak akan disentuh dan tidak dapat

digunakan untuk melunasi utang suami.

4.8

Fokus Penelitian

Aspek Hukum

Tanpa Perjanjian

Dengan perjanjian

(risiko) perkawinan
(perlindungan)
Status Harta Istri Harta pribadi istri | Harta  pribadi  istri
dapat menjadi bagian | dikecualikan dari
dari boedel pailit boedel pailit
Lingkup Boedel Seluruh harta bersama | Hanya harta pribadi
Pailit dan berpotensi - harta | suami - 'yang menjadi

bawaan suami-istri

objek boedel pailit

Harta bawaan

Berisiko -~ dilikuidasi
untuk melunasi utang
suami karena
interpretasi  Pasal 23

dan 64 UU Kepailitan

Tetap menjadi  milik

istri dan aman dari

proses kepailitan

Utang

Utang suami secara

Utang suami tetap

139Casa,“Band,” https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download.
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otomatis menjadi | menjadi tanggung
tanggung jawab | jawab pribadinya, dan
bersama, dan harta | istri tidak turut

bersama dapat disita | menanggungnya

untuk pelunasan

4. Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung

Fakta bahwa Putusan MK No. 69/PUU-XII1/2015
memungkinkan perjanjian dibuat setelah pernikahan,**° sementara
di sisi lain terdapat instrumen Actio Pauliana, menciptakan sebuah
ketegangan hukum yang penting. Yurisprudensi Mahkamah Agung
(MA) telah berperan dalam memberikan kejelasan. Beberapa
putusan penting, seperti Putusan MA Nomor 894 K/Pdt.Sus-
Pailit/2019, - 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, dan. 562 K/Pdt.Sus-
Pailit/2021, secara. konsisten -menegaskan bahwa pencatatan
perjanjian perkawinan memiliki peran krusial dalam menentukan
kekuatan hukumnya terhadap kreditur.

Analisis terhadap putusan-putusan tersebut menunjukkan
bahwa waktu dan prosedur sama pentingnya dengan isi perjanjian.
Putusan MA 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, misalnya, menggambarkan
bagaimana sebuah akta yang dibuat setelah putusan pailit

diucapkan dan tidak didaftarkan sebelum pailit dapat memunculkan

140 Casa, “Band,” https://pa-dumai.go.id/artikel/4258-perjanjian-pra-nikah-sebagai-jaring-
pengaman-harta-hak-pasangan-di-era-modern.
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pertanyaan hukum yang signifikan mengenai harta yang termasuk
dalam boedel pailit, meskipun aset tersebut berada atas nama
istri.**! Putusan-putusan ini memperkuat argumen bahwa perjanjian
yang tidak dicatatkan sebelum putusan pailit diucapkan berisiko
mengakibatkan harta pasangan (istri) menjadi bagian dari boedel
pailit.

Fleksibilitas yang diberikan oleh Putusan MK untuk
membuat perjanjian pasca-nikah dapat menjadi "jebakan" jika
digunakan secara tidak bijaksana, terutama ketika utang sudah
menumpuk, karena akan dianggap sebagai tindakan yang
merugikan kreditur dengan itikad buruk dan dapat dibatalkan
melalui Actio Pauliana. Hal ini menegaskan bahwa untuk
memastikan perlindungan yang efektif, perencanaan harus
dilakukan dengan itikad baik dan pada waktu yang tepat.**?

5. Rekomendasi Strategis. dan_ Praktis Menurut Peneliti  Dalam
Penyusunan Perjanjian Perkawinan Sebagai Berikut:
a. Pastikan aturan pemisahan harta, pengaturan utang, dan

tanggung jawab finansial (termasuk utang bisnis) dirancang

secara eksplisit dan tidak ambigu.

! Hardian, Dicky.Sunarmi, Purba, Hasim Siahaan, Rudy Haposen. Pembatalan Hak
Tanggungan Atas Sertipikat Hak Milik Yang Termasuk Harta (Boedel Debitur Pailit(Studi
Putusan M.A Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit?2019.

42 Wirjono, Nadira Ratunanda (2025) "Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang
Dicatatkan Debitor Setelah Dinyatakan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 69/PUU-XI111/2015. (Studi Putusan-Putusan Pengadilan),” (Indonesian Notar
Y): Vol. 7: Iss. 1, Article 1.
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b. Dokumentasikan dengan jelas semua aset bawaan dan
sertifikat kepemilikannya.

c. Buat daftar aset yang terpisah, termasuk properti, rekening
bank, investasi, dan kepemilikan bisnis, untuk menghindari
kerancuan di kemudian hari.

Ketaatan prosedural yang ketat dengan cara Buat perjanjian
dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris'*®, Segera daftarkan dan
sahkan akta tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor
Catatan Sipil tempat perkawinan dicatatkan. Pencatatan ini adalah
kunci untuk membuat perjanjian mengikat pihak ketiga, termasuk
kreditur.*** idealnya, perjanjian pra-nikah dibuat sebelum pernikahan
untuk menghindari persepsi itikad buruk dan potensi gugatan Actio
Pauliana, Jika perjanjian dibuat pasca-nikah (berdasarkan Putusan MK
No.. 69/PUU-XII1/2015), pastikan tidak ada indikasi itikad buruk.
Jangan membuat perjanjian.ini saat kondisi finansial suami_ memburuk
atau saat ancaman kepailitan sudah dekat.

Langkah Hukum Tambahan Jika terjadi penyitaan yang tidak
sah atas harta pribadi istri yang telah dilindungi oleh perjanjian, istri
dapat mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ke

pengadilan niaga untuk membatalkan sita tersebut. Upaya ini

193 Casa, “Band,” https://hvbi.co.id/perjanjian-pra-nikah-dan-pasca-nikah/.
1“Admin.  https:/libera.id/blogs/hubungan-ekonomi-di-pernikahan-3-hal-di-perjanjian-

pra-nikah.
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membutuhkan bukti kuat bahwa harta tersebut adalah milik pribadi
dan bukan bagian dari boedel pailit.***

Kesimpulannya Perjanjian pra-nikah adalah instrumen hukum
yang tak tergantikan untuk melindungi harta istri dari risiko kepailitan
suami. Fungsinya melampaui sekadar masalah privat internal,
melainkan sebuah strategi mitigasi risiko finansial yang mengikat
terhadap pihak ketiga, asalkan dibuat dan dicatatkan secara benar.
tanpa perjanjian ini, risiko pencampuran harta dalam kasus kepailitan
hampir tidak dapat dihindari, menyebabkan harta pribadi istri
berpotensi disita untuk melunasi utang suami. Perlindungan hukum
tidak datang secara otomatis; ia harus diciptakan melalui perencanaan
yang matang, dipertahankan melalui ketaatan prosedur, dan diuji
dalam praktik peradilan.

Di. era modern, di.mana risiko bisnis. dan.finansial semakin
kompleks, - perencanaan  hukum yang matang melalui Perjanjian
Perkawinan adalah sebuah investasi esensial untuk menjamin
kepastian dan ketenangan finansial dalam sebuah perkawinan. la
bukan sekadar dokumen, melainkan perisai hukum yang esensial
dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

6. Analisis bentuk perlindungan hukum terhadap harta istri melalui
perjanjian perkawinan sebagai upaya untuk meminimalisir risiko

kepailitan.

145 prof Dr Agus Yudha Hernoko S.H., M.H. Pentingnya Perjanjian Pisah Harta Di Mata
Hukum Pakar Hukum, Universitas Airlangga (UNAIR),Seminar Surabaya.
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Secara umum, hukum perkawinan di Indonesia, baik

menurut Pasal 119 KUH Perdata maupun Pasal 35 UU Perkawinan

(1974), menganut asas persatuan harta (harta bersama). Tanpa

adanya perjanjian perkawinan, harta bawaan istri secara otomatis

dapat tercampur dengan harta suami.

Tabel 4.9

Tanpa Perjanjian Perkawinan

Karakteristik

Rezim Default

(Tanpa Perjanjian)

Aturan Perjanjian

Perkawinan

Dasar Hukum

Pasal 119 KUH
Perdata dan Pasal 35

UU Perkawinan

Pasal 29 uu
Perkawinan, Pasal 139
KUH Perdata, dan
Putusan MK  No.

69/PUU-XI111/2015

Harta Bawaan

Berisiko masuk boedel
pailit karena
interpretasi uu

Kepailitan yang luas

Tetap  terpisah  dan
dilindungi secara
eksplisit dari utang
pasangan

Tanggung Jawab

Utang

Menjadi tanggung

jawab bersama

(tanggung renteng)

Utang pribadi sebelum
nikah dan utang bisnis
tidak menjadi
tanggung jawab

pasangan
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Perjanjian  perkawinan, atau Perjanjian Perkawinan,

merupakan perjanjian tertulis yang dibuat untuk mengatur

penyimpangan dari ketentuan umum tentang persatuan harta.

Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan

notaris dan disahkan/dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Perjanjian Perkawinan berfungsi sebagai “pagar hukum®

atau "jaring pengaman” finansial yang melakukan tiga fungsi

utama:

a)

b)

Pemisahan Aset dan Harta Secara eksplisit menyatakan
bahwa tidak terjadi percampuran harta. Semua aset istri,
baik yang dibawa sebelum menikah maupun yang diperoleh
selama perkawinan, tetap berada di bawah kepemilikan
pribadi istri dan mengisolasi aset istri dari liabilitas finansial
suami.

Pengaturan Utang dan Tanggung Jawab Mengatur secara
eksplisit siapa yang bertanggung jawab atas utang. Hal ini
mencegah timbulnya prinsip tanggung renteng, sehingga
utang bisnis atau kredit suami menjadi tanggung jawab
pribadinya dan istri tidak turut menanggungnya.

Kekuatan Hukum terhadap Pihak Ketiga (Publisitas Legal)
Agar perjanjian efektif melindungi istri dari pihak ketiga

(kreditur), perjanjian  harus dicatatkan. Pencatatan
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menciptakan publisitas legal yang secara hukum

mengasumsikan bahwa kreditur mengetahui adanya

pemisahan harta. Tanpa pencatatan, harta istri berisiko tetap
masuk ke dalam boedel pailit.

Dalam kasus kepailitan suami, tanpa perjanjian pisah harta,
kepailitan dianggap meliputi seluruh harta bersama dan berisiko
menyeret harta bawaan istri ke dalam boedel pailit (seluruh harta
kekayaan debitur yang disita). Dengan adanya perjanjian
perkawinan yang sah dan dicatatkan, pasangan secara hukum "tidak
menikah dalam persatuan harta”. Kondisi ini mengecualikan harta
pribadi istri dari boedel pailit suami. Dasar hukum perlindungan ini
juga diperkuat oleh UU Kepailitan (UU No. 37 Tahun 2004),
khususnya: (Pasal 62 UU Kepailitan:

“Istri_berhak menarik kembali seluruh harta bawaan atau harta

yang - diperoleh sebagai hadiah/warisan " dari = dirinya, yang

umumnya diatur dalam perjanjian kawin, sehingga tidak menjadi

bagian boedel pailit suami *.**®

Pasal 64 UU Kepailitan:

“Harta istri yang terpisah akibat perjanjian pisah harta tidak ikut
disita untuk pelunasan utang suami . *’

Tantangan dan Risiko Hukum
1. Fleksibilitas MK dan Actio Pauliana Putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XI111/2015 memperluas waktu

pembuatan perjanjian perkawinan, yang kini dapat dibuat

146 Setneg RI, UU No. 37 tahun 2004, pasal 62, Bagian Kedua Akibat Kepailitan.33.
147 Setneg RI, UU No. 37 tahun 2004, pasal 64, Bagian Kedua Akibat Kepailitan.34.
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selama ikatan perkawinan berlangsung (pasca-nikah).

Namun, fleksibilitas ini memiliki batasan.

2. Risiko Actio Pauliana Perjanjian yang dibuat saat kondisi
finansial suami memburuk atau saat ancaman kepailitan
sudah dekat dapat dianggap sebagai tindakan itikad buruk
yang merugikan kreditur. Hal ini dapat digugat
pembatalannya melalui Actio Pauliana oleh kurator, suatu
upaya hukum untuk membatalkan perbuatan hukum debitur
yang merugikan kreditur sebelum putusan pailit.

3. Pentingnya Waktu dan Prosedur Yurisprudensi Mahkamah
Agung (MA) menegaskan bahwa perjanjian yang tidak
dicatatkan sebelum putusan pailit diucapkan berisiko
mengakibatkan harta istri tetap diseret ke dalam boedel
pailit.

7. Pendapat Peneliti terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap
harta istri melalui perjanjian perkawinan sebagai upaya untuk
meminimalisir risiko kepailitan.

Peneliti berpendapat bahwa Perjanjian Perkawinan adalah
instrumen hukum yang tak tergantikan untuk melindungi harta istri
dari risiko kepailitan suami, yang fungsinya melampaui masalah
privat internal, melainkan sebuah strategi mitigasi risiko finansial

yang mengikat terhadap pihak ketiga. Tanpa perjanjian yang benar,



117

risiko pencampuran harta dalam kasus kepailitan hampir tidak
dapat dihindari.

Rekomendasi Praktis: Merancang aturan pemisahan harta,
pengaturan utang, dan tanggung jawab finansial (termasuk utang
bisnis) secara eksplisit dan tidak ambigu, Mendokumentasikan
dengan jelas semua aset bawaan dan membuat daftar aset yang
terpisah (properti, rekening, investasi), Membuat akta otentik di
hadapan notaris dan segera mendaftarkan/mengesahkan akta
tersebut di KUA/Kantor Catatan Sipil. Pencatatan adalah kunci
untuk mengikat pihak ketiga, ldealnya, perjanjian dibuat sebelum
pernikahan untuk menghindari persepsi itikad buruk dan potensi
gugatan Actio Pauliana. Perjanjian pasca-nikah harus dilakukan
dengan itikad baik dan tidak saat kondisi finansial suami
memburuk, ika terjadi penyitaan yang tidak sah atas harta pribadi
istri yang.dilindungi perjanjian, istri dapat mengajukan gugatan

perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ke pengadilan niaga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Bahwa status hukum harta istri dalam sistem hukum perdata di
Indonesia sangat dipengaruhi oleh ketentuan normatif KUHPerdata,
keberadaan perjanjian perkawinan, serta perkembangan hukum nasional
yang menekankan prinsip kesetaraan gender. KUHPerdata, khususnya
Pasal 119-123, pada dasarnya menganut prinsip persatuan harta (
gemeenschap van goederen ), yang menyebabkan seluruh harta suami
dan istri baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama
perkawinan melebur menjadi satu kesatuan apabila tidak dibuat
perjanjian perkawinan. Dalam kondisi tanpa perjanjian perkawinan,
kedudukan hukum ‘istri atas hartanya -menjadi - terbatas karena
pengelolaan harta bersama berada di bawah kewenangan suami
sebagaimana diatur . dalam - Pasal 105 KUHPerdata. Hal ini
mencerminkan karakter hukum perdata klasik yang bersifat patriarkal,
di mana istri tidak memiliki kebebasan penuh dalam melakukan
perbuatan hukum atas harta miliknya sendiri.

Namun demikian, keberadaan perjanjian perkawinan berfungsi
sebagai instrumen hukum yang sangat penting dalam melindungi harta
istri. Melalui perjanjian perkawinan, pemisahan harta dapat dilakukan

sehingga harta istri tetap berada dalam penguasaan dan tanggung

118
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jawabnya secara individual. Perkembangan hukum modern, khususnya
melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015,
semakin memperkuat perlindungan tersebut dengan memperbolehkan
perjanjian perkawinan dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga selama
perkawinan berlangsung. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa
sistem hukum perdata di Indonesia telah mengalami pergeseran
paradigma dari model persatuan harta yang cenderung merugikan istri
menuju sistem yang lebih responsif terhadap perlindungan hak-hak
perempuan. Meskipun KUHPerdata masih mempertahankan prinsip
persatuan harta sebagai aturan umum, penguatan melalui Undang-
Undang Perkawinan dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi
menunjukkan adanya upaya nyata untuk mewujudkan keadilan dan
kesetaraan dalam pengelolaan harta perkawinan, khususnya bagi istri.

2) Bahwa perjanjian perkawinan memiliki urgensi dan kedudukan hukum
yang sangat penting dalam melindungi harta bawaan istri apabila usaha
suami mengalami kepailitan. Meskipun Pasal 35 ayat (2) Undang-
Undang Perkawinan secara normatif telah memisahkan harta bawaan
sebagai milik pribadi masing-masing pihak, dalam praktik kepailitan
pemisahan tersebut sering kali tidak berjalan efektif tanpa adanya
perjanjian perkawinan yang sah dan tercatat. Ketiadaan perjanjian
perkawinan menyebabkan kurator, berdasarkan kewenangannya dalam
Undang-Undang Kepailitan, cenderung menganggap seluruh harta yang

berada dalam penguasaan suami-istri sebagai harta bersama. Kondisi ini
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menempatkan istri pada posisi yang rentan karena harus membuktikan
secara kompleks bahwa hartanya merupakan harta bawaan yang
terpisah dari harta pailit suami.

Perjanjian perkawinan, khususnya yang memuat pemisahan harta
secara tegas dan dibuat dalam bentuk akta notaris, berfungsi sebagai
perisai hukum yang memberikan kepastian, perlindungan, dan kekuatan
pembuktian yang sempurna bagi harta bawaan istri. Dengan dukungan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015, perjanjian
perkawinan dapat dibuat baik sebelum maupun selama perkawinan,
sehingga semakin memperkuat perlindungan hukum terhadap aset istri.
Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak lagi dapat dipandang
sebagai sekadar pilihan, melainkan merupakan kebutuhan hukum dan
strategi mitigasi risiko finansial yang esensial, terutama bagi pasangan
yang memiliki usaha berisiko tinggi. Keberadaan perjanjian perkawinan
menjamin bahwa kegagalan usaha suami tidak serta-merta berdampak
pada hilangnya harta bawaan istri, serta mencerminkan prinsip keadilan,
kepastian hukum, dan perlindungan hak individu dalam perkawinan.

3) Bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya
menganut asas persatuan harta, sebagaimana diatur dalam Pasal 119
KUH Perdata dan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Dalam rezim
ini, tanpa adanya perjanjian perkawinan, harta bawaan istri berisiko
tercampur dengan harta suami dan dapat terseret ke dalam boedel pailit

apabila suami dinyatakan pailit. Perjanjian perkawinan merupakan
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instrumen hukum yang sah dan strategis untuk memberikan
perlindungan hukum terhadap harta istri. Melalui perjanjian
perkawinan yang mengatur pemisahan harta dan tanggung jawab utang
secara tegas, harta pribadi istri dapat dikecualikan dari tanggung jawab
atas utang dan kepailitan suami. Perlindungan ini diperkuat oleh
Undang-Undang Kepailitan, khususnya Pasal 62 dan Pasal 64, yang
menegaskan bahwa harta bawaan istri yang terpisah tidak termasuk
dalam boedel pailit suami.

Keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XI11/2015 memberikan fleksibilitas dalam pembuatan perjanjian
perkawinan, baik sebelum maupun selama perkawinan. Namun
demikian, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada
ketepatan waktu, itikad baik, serta ketaatan terhadap prosedur formal,
terutama. pembuatan akta notaris dan pencatatan perjanjian agar
mengikat pihak ketiga, termasuk kreditur. Dengan demikian, perjanjian
perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan internal rumah
tangga, tetapi juga sebagai bentuk mitigasi risiko finansial yang
esensial. Tanpa perjanjian perkawinan yang sah dan dicatatkan,
perlindungan hukum terhadap harta istri dalam konteks kepailitan sulit
terwujud secara optimal. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan
merupakan sarana perlindungan hukum yang paling efektif untuk
menjamin kepastian, keadilan, dan keamanan harta istri di tengah

risiko ekonomi dan bisnis modern.
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B. Saran

Penelitian selanjutnya dapat membandingkan bagaimana harta istri
dilindungi dalam konteks kepailitan suami menurut Hukum Adat atau
Hukum Islam. Misalnya, apakah konsep harta bersama (gono-gini) dalam
Islam atau harta bawaan dalam adat memiliki perlindungan yang lebih
kuat atau lebih lemah dari perspektif hukum perdata. Perbedaan ini dapat
memberikan wawasan baru tentang efektivitas berbagai sistem hukum
dalam melindungi hak-hak finansial istri.

Lakukan secara empiris terhadap putusan-putusan pengadilan
terkait kasus kepailitan di mana istri mengajukan gugatan untuk
melindungi harta bawaannya. Teliti bagaimana Kurator dan Majelis
Hakim menafsirkan dan menerapkan Pasal 23 UU Kepailitan dan Pasal 35
UU Perkawinan. Hal ini akan memberikan gambaran nyata tentang
tantangan yang dihadapi  di lapangan = dan bagaimana pengadilan
mengambil keputusan dalam situasi konflik norma. Pendekatan kualitatif
dapat diperluas dengan melakukan studi kasus dan wawancara mendalam
dengan pihak-pihak yang relevan. Misalnya, wawancarai Kurator
kepailitan untuk mengetahui kendala yang mereka hadapi saat
mengidentifikasi harta pailit, atau wawancarai Notaris/Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) dan bisa wawancarai pasangan suami istri yang sudah

buat perjanjian perkawinan.
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PERJANJIAN PERKAWINAN

Pada hari i, _ tanggal _ butan _ tobun , bertempat di___ kairs yang bertanda tangan di bawah i,

PIHAK PERTAMA (SUAMI)

Nama: ____
Tempat/Tanggal Lahir: __
Pekerjaan: |

Alamar

Nomot KTP

PIHAK KEDUA (ISTRI)

Nama: _
Tempat/Tanggal {ahir___
Pekerjaan: _

Alaman _

Nomaor KTP:

Kedua helah piak sepakat untuk mengadakan Penanjian Feikawinan dengen keleptuan sebaga: berikut

PASAL 1 — TUJUAN PERJANJIAN

Perjanjan ini dibuat untuk mengatur persahan harta dalam perkawinan sertd memberikan perkndungan
stas harta bawaan ist7l dori seqala risiko, termasuk apabida suam: dinyatakan pailit.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERH-

KIATHATLATHMAD. S1PDIQ

<. Harta bawaandapat upa tanah dan bangunan, kepdaragn, tabungan, Irvestas, perhiasan,
maupun aset pin yaggercat Rim .\winE-

4, Suame tdak berhak OATOR meRgaiiikan, Hgadaran,
1851 LanPA persetian tectulls dady istra.

meniCal, atau membebani harta bawgan

PASAL 3 — HARTA YANG DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN

1. Hasla yang diperoleh miasing-masing pihak selama beslangsungnya gerkawinan menjadi milik
pribade pihai yang miemperoich hana tersebut.

2. Apabila para pihak sepakat mencipiakan harta bersama. maka harus dibuat perjanjian tertulis yang
mencantumkan bagian kepemilkan masing-masing.

Tabel 5.1 gambar
Rekomendasi dari peneliti Isi perjanjian Perkawinan

d lib.uinkhas.ac.i eilib.uinkhas.ac. i dieilib.uinkhas.ac.i \ ib.uinkhas.ac.id |
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PASAL 4 ~ PERLINDUNGAN HARTA ATAS KEPALITAN SUAML

1 Aoty sudnv GIvyARas Duilit gleh pusesan pongadilan, selutul et bawaas 159 tidak dapat
disita, dleksrhuni. atou dlatihkan sleh kurator, kreditur. maupun pihak tala

1 yarg dperoleh v SPlama pRawiaE 137 tetap millk istri sepenuhnya dan tsdak

menjad! boedel paith

2 Selunuh Ny

3+ SO0 WD MEIDENkAN PRAYATAAT GPPATA ki rAOCRradiir hatias hata bawsan dan harta

sard boade paiii

D0 it 19805 Eihaet TCTbabin Liage

PASAL 5 — TANGGLING JAWAB UTANG

ULt varhg it oeh asing Imasting piiak seeium 3uau selama peskaminan mongad Lngausg

A oo e pyhak yaorg e badt utng fersebut
2% DEkew |5 BETAnQating |awats alas wient viag JiDudt 9len Suaml Lanpa perser, uan

2 s
{etuhs Mt vtis
3 Aoabda eriach pEanngalian kewahan kepada piak (e 1aopa Perselujuann Jeitids, maka

pemingahian terstbut batsl der ukivn,

PASAL & — PERUBAHAN PERJAN|IAN

Peiubange Jias penangdn e Naryd Sopat Jdakuen deagan perseiviuen jeruhy WU Delels prbah, ot

disahhan cleh Notns

PASAL 7 — KEABSAHAN DAN JANGKA WAKTU BERLAXKU

ian ind berlahu sefat Langgal dambat setgand dant et ap mmengibat mesklpn tevpads Peaersim

- Perubaton keadisl firrd v 0200 pehorpar masing nysing pich
PENANDATANGAN

Vesegen o P pilioh riciyatshars telah mednt a, e mshsin Uan Myt seiusia i i e
(AOPX Ada PAREan dar pinas mana pun

Terimnds

PIKAK PERTAMA (SUAM])
Afoier ot Bpr oY

Tonda Ly

PINMAK KEDUA (ISTRIY
Matesal Kp vy

Tt [Angan

SAKST Y

NAYAE R Tanda Targan

SAKSE 2
A & Terld Targan

NQTARTS / PLJABAT (Opsional)

Navva & Cop¥ael
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